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ABSTRAK 
Muharlis (B111 08 402), Tinjauan Hukum Internasional Terhadap 
Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Sampah Di Samudera Pasifik (The 
Great Pacific Garbage Patch). Dibimbing oleh Alma Manuputty, selaku 
Pembimbing I dan Marcel Hendrapaty, selaku Pembimbing II.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh serta kerugian 
yang ditimbulkan, salah satunya kerugian ekologis dan ekonomi yang 
secara langsung dapat mengancam ekosistem laut dan kehidupan 
manusia yang akibatnya akan dirasakan oleh negara-negara yang berada 
di dekat lokasi pencemaran dikarenakan pencemaran lingkungan laut 
yang bersifat lintas batas dan juga untuk mengetahui bentuk tanggung 
jawab negara sekitar terhadap pencemaran laut di Samudera Pasifik 
berdasarkan hukum internasional. 
Penelitian ini dilaksanakan di Perpustakaan Pusat Universitas 
Hasanuddin Makassar dan Perpustakaan Fakultas Hukum Unversitas 
Hasanuddin Makassar, dengan teknik library research (penelitian 
kepustakaan), selanjutnya data yang diperoleh diolah dan dianalisis 
secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. 
Hasil yang diperoleh penulis dari penelitian yang dilakukan adalah : 
1) Pencemaran laut akibat sampah di Samudera Pasifik, dalam hal ini di 
wilayah The Great Pacific Garbage Patch, menimbulkan dampak ekologis 
dan ekonomi. Dampak ekologis berupa perubahan habitat secara fisik, 
dampak kimia yang ditimbulkan sampah plastik, dampak biologi seperti 
konsumsi dan belitan, penurunan fungsi ekosistem, dan dapat 
membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia. Dampak ekonomi 
berupa penurunan pendapatan dari sektor pariwisata dan perikanan, serta 
navigasi, dimana perbaikan kapal membutuhkan biaya yang besar. 2) 
Negara tepi Samudera Pasifik bagian utara wajib bertanggung jawab atas 
pencemaran lingkungan laut di wilayah The Pasific Garbage Patch 
sebagaimana yang diatur dalam Convention on The Prevention of Marine 
Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (London Dumping) 1972 
and 1996 Protocol Thereto, International Convention for the Prevention of 
Pollution from Ship 1973/1978 (MARPOL 1973/1978), dan Konvensi 
Hukum Laut 1982 (UNCLOS). Beberapa upaya telah dilakukan negara-
negara tepi untuk meminimalisir sampah plastik yang masuk ke lautan 
dengan aturan-aturan nasional yang mereka miliki. Namun, Negara-
negara tersebut belum melakukan kerjasama untuk menyelesaikan 
masalah pencemaran di Samudera Pasifik. 
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ABSTRACT 
Muharlis (B111 08 402). Review of International Law of the Marine 
Environment Against Pollution Due To Garbage In the Pacific Ocean (The 
Great Pacific Garbage Patch). Guided by Alma Manuputty, as Supervisor 
I and Marcel Hendrapaty, as Supervisor II. 
This study aims to investigate the influence as well as losses 
incurred, one of which ecological and economic losses that can directly 
threaten marine ecosystems and human life that consequences will be felt 
by the countries near the location of pollution due to pollution of the marine 
environment that is cross-border and also to know about the responsibility 
of the states towards marine pollution in the Pacific Ocean based on 
international law. 
This research was conducted at the Central Library of the 
Hasanuddin University Makassar and the Library of Law Faculty of 
Hasanuddin University Makassar, with library research method, then the 
data obtained were processed and analyzed qualitatively and presented in 
descriptive form. 
The results obtained by the authors of the research is: 1) Marine 
pollution due to garbage in the Pacific Ocean, in this case in the region of 
the Great Pacific Garbage Patch, create ecological and economic impacts. 
Ecological impacts such as changes in physical habitat, the impact of 
plastic waste generated chemical, biological effects such as ingestion and 
entanglement, decreased function of the ecosystem, and can endanger 
human health and safety. The economic impact of a decrease in revenues 
from tourism and fisheries sectors, as well as navigation, where the ship 
repair costly. 2) States on the northern edge of the Pacific Ocean is 
responsible for the pollution of the marine environment in the region of the 
Pacific Garbage Patch as regulated in the Convention on the Prevention of 
Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (London 
Dumping) 1972 and 1996 Protocol Thereto, International Convention for 
the Prevention of Pollution from Ship 1973/1978 (MARPOL 1973/1978), 
and the Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS). Several 
attempts have been made by the edge states to minimize plastic waste 
that goes into the ocean with national rules they have. However, these 
countries have not cooperated to solve the problem of pollution in the 
Pacific Ocean. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan 
manusia. Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa 
yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap 
dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup 
lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.1 
Kehadiran lingkungan hidup itu sebenarnya amat penting dan menentukan 
bagi kehadiran dan kelangsungan manusia, bagi kebudayaan dan 
peradabannya. Namun, manusia terkadang tidak begitu menghargai 
lingkungan dengan sungguh-sungguh. 
Kerusakan lingkungan (dalam konteks hukum) disebabkan oleh 
perbuatan manusia. Oleh karena itu, tindakan manusia yang merusak ini 
harus dikendalikan. Salah satu alat pengendaliannya adalah “hukum”, 
dalam hal ini hukum lingkungan. Dilihat dari dimensi perkembangan umat 
manusia, gagasan hukum lingkungan sebenarnya bersifat korektif 
terhadap berbagai kesalahan yang telah dilakukan akibat tidak ketatnya 
pengendalian dampak modernisasi yang antara lain, diwarnai oleh proses 
                                                          
1
 Kementerian Lingkungan Hidup, UU No. 23 tahun 1997, Tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup,Jakarta, 2004, hal. 29. 
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industrialisasi dan perdagangan.2 Perkembangan hukum lingkungan tidak 
dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih 
besar kepada lingkungan hidup, mengingat kenyataan bahwa lingkungan 
hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi 
kelangsungan hidup di dunia ini.3 
Pencemaran laut atau Marine Pollution merupakan salah satu 
masalah yang mengancam bumi saat ini. Gejala pencemaran lingkungan 
laut (the pollution of marine environment) dalam dasawarsa terakhir ini 
banyak mendapat perhatian dari berbagai pihak. Semua perhatian itu 
membahas dan mengkaji masalah lingkungan laut, sehingga 
mempertajam pengertian dan membangkitkan kesadaran tentang masalah 
lingkungan laut, sehingga mempertajam pengertian dan membangkitkan 
kesadaran tentang masalah lingkungan laut yang secara umum 
mengandung arti bahwa masalah pencemaran lingkungan laut tersebut 
mengandung ancaman terhadap perikehidupan baik kehidupan manusia, 
hewan (fauna), maupun tumbuh-tumbuhan (flora).4 Ketiga jenis 
perikehidupan ini mengisi lingkungan hidup atau biosphere di atas bola 
bumi menjadi terancam kelangsungan serta kelestariannya, karena 
terkena racunnya yang menimbulkan kemusnahan. Oleh karena itu, arus 
                                                          
2
 Adji Samekto, “Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional”, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 2009. 
3
 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hal. 3. 
4
 Arifin Siregar, Hukum Pencemaran Laut di Selat Malaka, Medan, Kelompok Studi 
Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1996, hal. 1. 
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dan angin air laut yang tercemar itu disebarkan kemana-mana secara 
merata dan mempengaruhi lingkungan laut.5 
Pencemaran lingkungan laut merupakan masalah yang dihadapi 
oleh masyarakat bangsa-bangsa. Pengaruhnya dapat menjangkau 
seluruh aktifitas manusia di laut dan karena sifat laut yang berbeda 
dengan darat, maka masalah pencemaran laut dapat mempengaruhi 
semua negara pantai, baik yang sedang berkembang maupun negara-
negara maju, sehingga perlu disadari bahwa negara pantai mempunyai 
kepentingan terhadap masalah pencemaran laut.6 
Sebagian besar sumber pencemaran laut berasal dari daratan, baik 
tertiup angin, terhanyut, maupun melalui tumpahan. Salah satu sumber 
polutan yang masuk ke laut adalah plastik. Plastik telah menjadi masalah 
global. Sampah plastik yang dibuang, terapung dan mengendap di lautan. 
80% dari sampah di laut adalah plastik, sebuah komponen yang telah 
dengan cepat terakumulasi sejak Perang Dunia II. Massa plastik di lautan 
diperkirakan yang menumpuk hingga seratus juta metrik ton. 
Plastik dan turunan lain dari limbah palstik yang terdapat di laut 
berbahaya untuk satwa liar dan perikanan. Organisme perairan dapat 
terancam akibat terbelit, sesak napas, maupun termakan. Plastik yang 
membelit membatasi gerakan, menyebabkan luka dan infeksi, dan 
                                                          
5
 Ibid 
6
 Juarir Sumardi, Hukum Pencemaran Laut Transnasional, Bandung, Citra Aditya Bakti, 
1996, hal. 1. 
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menghalangi hewan yang perlu untuk kembali ke permukaan untuk 
bernapas. 
Hukum lingkungan internasional adalah salah satu cabang ilmu 
yang mulai berkembang sejak tahun 60-an, United Nations Conference on 
the Human Environment yang lebih dikenal dengan Konferensi Stockholm 
yang diadakan di Stockholm pada tahun 1972 merupakan konferensi 
dengan isu lingkungan hidup internasional yang pertama kali 
dilaksanakan, Konferensi Stockholm merupakan titik balik dalam 
perkembangan politik lingkungan hidup internasional.7 Konferensi 
Stockholm melahirkan konsep hanya ada satu bumi (only one earth). 
Masalah perlindungan lingkungan laut sudah diatur sejak Konvensi 
Jenewa 1958. Dalam Konvensi 1958 tentang Laut Lepas, hanya ada dua 
ketentuan tentang masalah pencemaran laut, sedangkan Konvensi 
Hukum Laut 1982 (UNCLOS) memuat suatu bab tersendiri yang berisikan 
45 pasal. Meskipun demikian, ketentuan-ketentuan ini tidak begitu banyak 
menetapkan tindakan-tindakan konkret yang harus dilakukan. 
Kasus pencemaran lingkungan laut baru yang mendapat perhatian 
serius dari dunia internasional saat ini adalah sampah laut yang masih 
menjadi misteri bagi para peneliti dibidang kelautan. Para peneliti telah 
melakukan beberapa penelitian di Samudera Atlantik Utara bagian barat 
dan Laut Karibia selama lebih dari dua dekade untuk lebih memahami 
                                                          
7
 John Baylis, Steve Smith, The Globalization of World Politics (3
rd
 ed), Oxford, Oxford 
University Press, 2005,hal. 454-455. 
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tumpukan sampah plastik yang terdapat disana. Meski keberadaan 
sampah plastik di sana masih menjadi misteri, mulai dari asal-usulnya 
hingga belum diketahui apa sebenarnya dampaknya bagi kehidupan di 
laut, para ilmuwan ternyata telah mempublikasikan studi analitis mengenai 
tumpukan sampah itu berdasarkan data yang dikumpulkan oleh kapal 
peneliti selama 22 tahun, antara tahun 1986 hingga tahun 2008. Jumlah 
sampah plastik di lautan memang diperkirakan terus meningkat dalam 
beberapa dekade terakhir. Menurut data yang ada, jumlah sampah plastik 
apung yang merupakan limbah padat dari wilayah perkotaan di Amerika 
Serikat meningkat 24 persen antara tahun 1993 hingga tahun 2008. 
Totalnya diperkirakan mencapai jumlah 14,5 juta ton pada tahun 2008.8 
Sampai saat ini laut masih menjadi tempat pembuangan akhir 
terbesar di dunia khususnya di daerah Pasifik. Menurut lembaga 
penelitian kelautan Amerika, saat ini di Samudera Pasifik terdapat 
tumpukan sampah yang luasnya  telah mencapai dua kali benua Amerika 
dan dalam setiap satu kilometer ditemukan 101.000 jenis sampah yang 
berasal dari daratan. Indonesia menjadi salah satu negara yang 
menyumbang begitu besar dengan 690.000 jenis sampah per kilometer 
luas lautannya. Menurut National Marine Science Center (NMSC) 
Australia, dalam setiap tahun terdapat 6,4 juta ton sampah masuk 
kelautan, dan untuk menangani kerusakan lingkungan laut akibat sampah 
dibutuhkan 1.262 miliar dolar Amerika setiap tahunnya. Dapat 
                                                          
8
 Prihandoko, Misteri Sampah di Lautan, 2010, seperti dimuat pada 
http://www.siej.or.id/?w=article&nid=154, diakses pada tanggal 10 Desember 2011. 
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dibayangkan betapa besarnya biaya yang secara tidak langsung harus 
kita keluarkan akibat kerusakan lingkungan. 
Oleh karena itu, penulis perlu mengkaji dan melakukan penelitian 
lebih lanjut dengan judul “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap 
Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Sampah Di Samudera Pasifik (The 
Great Pacific Garbage Patch)”.  
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka 
yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana dampak ekologis dan dampak ekonomi dari 
pencemaran limbah sampah di Samudera Pasifik? 
2. Bagaimanakah tanggung jawab negara tepi terhadap pencemaran 
limbah sampah di Samudera Pasifik? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pengaruh serta kerugian yang ditimbulkan, 
salah satunya kerugian ekologis dan ekonomi yang secara 
langsung dapat mengancam ekosistem laut dan kehidupan 
manusia yang akibatnya akan dirasakan oleh negara-negara 
yang berada di dekat lokasi pencemaran dikarenakan 
pencemaran lingkungan laut yang bersifat transfrontier/lintas 
batas. 
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2. Karena adanya resiko kerugian yang sangat besar, maka perlu 
untuk diketahui bentuk tanggung jawab negara tepi terhadap 
pencemaran laut di Samudera Pasifik berdasarkan hukum 
internasional. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Sebagai bahan referensi pelengkap dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan dan pengembangan studi hukum internasional. 
2. Memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin 
mengetahui dan mempelajari tentang hukum khususnya 
lingkungan laut internasional. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Lingkungan Laut 
1. Pengertian dan Sumber-Sumber Pencemaran Lingkungan 
Laut 
Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan 
luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau 
pulau. Jadi laut adalah merupakan air yang menutupi permukaan 
tanah yang sangat luas dan umumnya mengandung garam dan 
berasa asin. Biasanya air yang ada di darat mengalir dan akan 
bermuara ke laut. Sedangkan pencemaran adalah masuk atau 
dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain 
ke dalam air atau udara. Pencemaran juga bisa berarti berubahnya 
tatanan (komposisi) air atau udara oleh kegiatan manusia dan 
proses alam, sehingga kualitas air/udara menjadi kurang atau tidak 
dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukkannya. 
Undang-undang nomor 4 tahun 1982 pada pasal 1 ayat 7 
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan 
Hidup memberikan pengertian yang lebih konkrit dan luas 
mengenai pencemaran lingkungan yaitu : 
“Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya 
makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam 
lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, 
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sehingga kualitas lingkungan turun sampai ketingkat tertentu 
yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak 
dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya.”9 
Menurut Munadjat Danusaputro yang dimaksud dengan 
pencemaran (Pollution) itu adalah suatu keadaan, dalam mana 
suatu zat dan/atau energy diintroduksikan ke dalam suatu 
lingkungan oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian 
rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan 
termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi 
seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan (comfort) dan 
keselamatan hayati.10 
Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang ketentuan-
ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup memberikan 
pengertian pencemaran secara umum sebagai berikut : 
“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau 
dimasukkannya makhluk hidup,zat atau komponen lainnya 
kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga 
kualitasnya turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan 
lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan 
peruntukkannya”11 
Pengertian dari pencemaran lingkungan, pada prinsipnya sama 
dengan pengertian dari pencemaran laut. Karena laut adalah juga 
merupakan bagian integral lingkungan hidup. Oleh sebab itu 
                                                          
9
 Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, Pasal 1 Ayat (7). 
10
 Munadjad Danusaputro, Hukum Pencemaran Dan Usaha Merintis Pola Pembangunan 
Hukum Oencemaran Nusantara, Litera, Bandung, 1979, hal.92 
11
 Lihat Pasal 1 ayat 2 UU No.23 Tahun 1997 
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apabila disebut pencemaran laut maka hal tersebut berarti 
pencemaran lingkungan, dalam hal ini pencemaran lingkungan laut. 
Sementara menurut IMCO (Inter Govermental Maritime 
Consultative Organization), memberikan batasan pencemaran laut 
sebagai berikut : 
“Marine pollution has been defined as the “introduction by man, 
directly or indirectly of substances or energy into the maritime 
environment (including estuaries) hazard to human health. 
Hindrance to marine activities, including fishing, impairment 
quality of sea water and reduction of aminities.” 
(Pencemaran laut didefinisikan sebagai "dimasukkannya oleh 
manusia, langsung atau tidak langsung zat atau energi ke 
dalam lingkungan laut (termasuk muara) yang membahayakan 
kesehatan manusia. Gangguan terhadap kegiatan di laut, 
termasuk penangkapan ikan, penurunan kualitas air laut dan 
pengurangan kenyamanan”) 
Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja berpendapat, bahwa 
pencemaran laut adalah perubahan pada lingkungan laut yang 
terjadi akibat dimasukkannya oleh manusia secara langsung 
maupun tidak bahan atau energi ke dalam laut (termasuk muara 
sungai) yang menghasilkan akibat buruk terhadap kekayaan hayati 
kesehatan manusia, sehingga mengganggu kegiatan di laut 
termasuk perikanan dan lain-lain, penggunaan laut yang wajar serta 
pemburukan kualitas air laut dan kualitas tempat pemukiman dan 
rekreasi.12 
                                                          
12
 Mochtar Kusumaadmadja, Pencemaran Laut dan Pengaturan Hukumnya, Padjajaran, 
Bandung, 1983, hal.8 
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Pengertian pencemaran laut yang cukup luas dikemukakan 
oleh Group of Export on Scientific Aspect of Marine (GESAM)13 
dalam rangka persiapan konferensi PBB mengenai lingkungan 
hidup manusia, yang mengemukakan sebagai berikut: 
“The introduction by man, directly or indirectly, of substences or 
energy in to the marine environment (including estuaries) 
resulting in such deleterious or harm to living resources, hazard 
to human health, hindranceto marine activities, including fishing, 
impairment of quality or use of water, and reduction of 
aminities.”14 
(dimasukkannya oleh manusia, secara langsung ataupun tidak 
langsung bahan-bahan atau energi kedalam lingkungan laut 
(termasuk muara) yang mengakibatkan dampak kerugian 
sedemikian rupa terhadap kekayaan hayati, bahaya terhadap 
kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan manusia, 
gangguan terhadap kegiatan di laut termasuk perikanan, 
pemburukan kualitas atau penggunaan air laut dan 
pengurangan kenyamanan).  
Pengertian yang diberikan GESAM merupakan pengertian laut 
yang diakibatkan oleh aktifitas manusia (introduction by man) yang 
menyebabkan akibat yang tidak diharapkan pada lingkungan laut 
berupa bahaya terhadap sumber daya hayati, kesehatan manusia, 
menghalangi aktifitas di laut, menurunnya kualitas air laut dan 
mengurangi kegiatan rekreasi laut. 
The United State National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA) dalam laporannya dalam kongres mengenai 
                                                          
13
 GESAMP (Group of on Scientific Aspects of Marine Pollution) yang dibentuk dari 
IMCO, FAO, UNECO dan WMO dan bertugas untuk memberikan nasihat kepada Dewan 
Sponsor. 
14
 UNESCO doc : sc/MD/19, 1 Juni 1970 pada annex IV, hal. 12, sebagaimana dikutip 
Juarir Sumardi, Op.cit, hal.27 
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pembuangan limbah di samudera (ocean dumping), menyimpulkan 
pencemaran samudera sebagai berikut: “The unfavourable 
alteration of the marine environment….thought direct or indirect 
effect of changes in energy pattern, tradition and distribution, 
abundance, and quality of organisms.”15 (perubahan lingkungan laut 
yang buruk .... baik dengan efek langsung atau tidak langsung dari 
perubahan pola energi, tradisi dan distribusi, kelimpahan, serta 
kualitas organisme). 
Salah satu defenisi pencemaran laut yang cukup jelas dan maju 
terdapat pada Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982, pada pasal 1 
ayat 4 disebutkan: 
“Pollution of the marine environment means the introduction by 
man, directly or indirectly, of substances or energy in to the 
marine environment, including estuaries, wich results or is likely 
to result in such deleterious effect as to human health, 
hindrance to marine activities, including fishing and other 
legitimate use of the sea, impairment of quality use of sea water 
and reduction of aminities” 
(pencemaran lingkungan laut berarti dimasukkannya oleh 
manusia secara langsung atau tidak langsung bahan atau 
energi kedalam lingkungan laut, termasuk muara, yang 
mengakibatkan atau mungkin membawa akibat buruk 
sedemikian rupa seperti kerusakan pada kekayaan hayati laut, 
bahaya bagi kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan 
di laut termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut yang 
sah lainnya, menurunnya kualitas kegunaan air laut dan 
pengurangan kenyamanan) 
                                                          
15
 Sebagamana dikutip dalam; Melda Kamil Ariadno, Hukum Internasional Hukum yang 
Hidup, Penerbit Diadit Media, Jakarta, 2007, hal. 24 
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Inti pokok dari definisi pencemaran laut yakni pencemaran laut 
disebabkan oleh perbuatan manusia, baik secara langsung maupun 
tidak langsung dan bahaya akibat pencemaran ekologis laut. 
Pada dasarnya laut itu sendiri secara alamiah memiliki 
kemampuan untuk menetralisir zat-zat pencemar yang masuk di 
dalamnya, namun apabila zat pencemar tersebut melebihi batas 
kemampuan air laut untuk menetralisirnya, maka kondisi itu 
dikategorikan pencemaran. Pencemaran lingkungan laut 
disebabkan oleh berbagai hal. Ditinjau dari sudut sumber yang 
menyebabkan terjadinya, pencemaran laut dapat dikategorikan 
sebagai berikut:16 
a. Pencemaran yang disebabkan oleh zat pencemar yang berasal 
dari darat, seperti dari pipa-pipa saluran limbah dan dari sungai-
sungai. 
b. Pencemaran yang disebabkan oleh zat pencemar yang 
bersumber dari kapal laut, baik dari kegiatan rutin seperti 
pembuangan minyak, air tanki dan kebocoran kapal, maupun 
kecelakaan kapal karena kandas, tabrakan dan kebakaran. 
c. Pencemaran yang disebabkan oleh dumping atau limbah 
pembuangan. 
                                                          
16
 H. A. S. Natabaya, dkk, Penelitian tentang Aspek Hukum Kerjasama Regional dan 
Internasional dalam Pencegahan Pencemaran Laut, Badan Pembinaan Hukum Nasional 
Departemen Kehakiman RI, 1997/1998, hal. 5. 
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d. Pencemaran laut yang disebabkan oleh zat yang berasal dari 
kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dasar laut serta tanh di 
bawahnya. 
e. Pencemaran laut yang disebabkan oleh zat pencemar yang 
bersumber dari udara. 
Sedangkan jika ditinjau dari sudut sebab-sebab terjadinya 
pencemaran, maka pencemaran lingkungan laut dapat 
dikategorikan sebagai berikut:17 
a. Pencemaran laut yang disebabkan oleh kegiatan atau 
operasional. 
b. Pencemaran laut yang disebabkan karena kecelakaan 
(accidental pollution). 
c. Pencemaran laut yang disebabkan karena limbah buangan 
(pollution from waste disposal). 
Pencemaran laut dalam bentuk apapun bisa mengganggu 
keseimbangan ekosistem yang ada di laut. Keseimbangan 
ekosistem laut bisa terganggu dengan cara yang bermacam-
macam, seperti ada zat-zat pencemar (pollutant) yang langsung 
meracuni binatang dan tumbuh-tumbuhan yang bersentuhan 
dengannya. Ada pula zat-zat pencemar yang mendorong 
tumbuhnya jenis-jenis binatang laut tertentu yang meracuni jenis 
binatang lainnya atau memakannya. Dan ada pula zat-zat 
                                                          
17
 Ibid hal. 16. 
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pencemar yang berakumulasi di dalam jaringan makanan laut 
karena ia tidak mudah atau sama sekali tidak dapat dihancurkan 
oleh sel-sel hidup. Proses ini dinamakan bioaccumulation. Apabila 
terjadi bioaccumulation di dalam rantai makanan dimana terjadi 
konsentrasi yang terdapat di sekelilingnya, hal demikian dapat 
mengakibatkan zat-zat tersebut mengganti proses-proses 
kehidupan laut atau dapat meniadakan binatang laut tertentu. 
Pencemaran tergantung pada keadaan alam, keadaan medan 
atau dipengaruhi dan ditentukan oleh keadaan geografis suatu 
wilayah. Laut memiliki batas ambang, dan apabila daya tampung 
sebuah ekosistem telah terlewati, seluruh sistem akan ambruk dan 
prestasi sistem itu tidak tersedia lagi. 
 
2. Pengaturan Hukum Internasional tentang Perlindungan 
terhadap Lingkungan Laut 
a. Konferensi Stockholm Tahun 1972 
Dalam sejarah hukum laut internasional, perlindungan 
lingkungan laut sebenarnya lebih tua umurnya daripada 
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 tentang Hukum 
Laut. Keprihatinan dan perlindungan hukum laut sebagai suatu 
masalah global untuk pertama kalinya dinyatakan oleh Prof. 
Arvid Pardo dari Malta di dalam gagasannya mengenai 
“Common Heritage of Mankind”, yang diajukan dalam suatu 
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pidato yang diucapkan dalam Sidang Majelis Umum 
Perserikatan Bangsa-Bangsa di tahun 1967. Keprihatinan yang 
didukung oleh seluruh dunia akan perlu adanya perlindungan 
terhadap lingkungan kehidupan manusia dalam skala global 
dinyatakan secara jelas sekali dalam Konferensi Stockholm 
tahun 1972. 
Deklarasi Stockholm mengakui hak asasi manusia, hak 
asasi setiap orang untuk atau akan suatu lingkungan yang baik 
dan sehat. Pada waktu yang sama, pernyataan itu juga 
memberikan kewajiban untuk memelihara lingkungan hidup 
manusia sedemikian rupa sehingga dapat dinikmati oleh 
generasi-generasi yang akan datang (Asas Nomor 1). 
Asas Stockholm itu selanjutnya meletakkan dasar-dasar 
bagi penggunaan, pengawetan, dan pelestarian sumber 
kekayaan alam didasarkan suatu alami sedemikian rupa 
sehingga memungkinkan menjaga daya dukung planet bumi, 
sumber kekayaan alam dapat dikelola dengan baik, depletion 
dicegah, dan penggunaan lingkungan dapat dinikmati oleh 
seluruh manusia. Inilah pokok konsep “Common Heritage of 
Mankind” sebagaimana yang dianjurkan oleh Prof. Pardo dari 
Malta. 
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Deklarasi Stockholm tahun 1972 terdiri dari 26 asas, 
dimana pada asas ke 7 dikatakan bahwa : 
“State shall take all possible steps to prevent pollution of the 
seas by substance that are liable to create hazard to human 
healt, to harm living resources and marine live, to damage 
amenities or to interfere with other legitimate uses of the sea”. 
(negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan guna 
mencegah pencemaran laut yang membahayakan kesehatan 
dan kesejahteraan manusia, sumber kekayaan hayati laut 
terhadap penggunaan lingkungan laut). 
Kerangka konsepsional untuk pendekatan global terhadap 
perlindungan laut yang didasarkan atas asas-asas ekologi 
diletakkan dalam Konferensi Stockholm 1972 yang kemudian 
menjadi tugas bagi Konferensi Hukum Laut PBB yang ke III 
untuk merumuskan asas-asas ini kedalam ketentuan-ketentuan 
hukum. 
 
b. Convention on The Prevention of Marine Pollution by 
Dumping of Wastes and Other Matter (London 
Dumping) 1972 and 1996 Protocol Thereto 
Convention on The Prevention of Marine Pollution by 
Dumping of Wastes and Other Matter atau yang lebih dikenal 
dengan London Dumping adalah konvensi internasional yang 
ditandatangi pada tanggal 29 Desember 1972 dan mulai 
berlaku pada 30 Agustus 1975 dan merupakan perpanjangan 
dari isi Konvensi Stockholm. Konvensi ini secara garis besar 
membahas tentang larangan dilakukannya pembuangan limbah 
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di lingkungan laut secara sengaja. Pada tahun 1996, London 
Protocol disepakati untuk lebih memodernisasi Konvensi 
London 1972 dan akhirnya menggantinya. Di bawah Protokol 
semua dumping dilarang, kecuali untuk limbah mungkin dapat 
diterima pada apa yang disebut "reverse list/daftar terbalik". 
Tujuan dari konvensi ini adalah melindungi dan melestarikan 
lingkungan laut dari segala bentuk pencemaran yang 
menimbulkan kewajiban bagi peserta protokol untuk mengambil 
langkah-langkah yang efektif, baik secara sendiri atau bersama-
sama, sesuai dengan kemampuan keilmuan, teknik dan 
ekonomi mereka guna mencegah, menekan dan apabila 
mungkin menghentikan pencemaran yang diakibatkan oleh 
pembuangan atau pembakaran limbah atau bahan berbahaya 
lainnya di laut. Peserta protokol juga berkewajiban untuk 
menyelaraskan kebijakan mereka satu sama lain. 
Pengertian pembuangan (dumping) pada Protokol 1996 
adalah setiap penyimpanan limbah di dasar laut dan lapisan 
dasar laut atas kapal-kapal, pesawat udara, anjungan-
anjungan, dan setiap tindakan menelantarkan atau 
menghancurkan tepat di atas anjungan-anjungan hanya untuk 
tujuan memusnahkan dengan sengaja. Pengecualian dari 
definisi ini adalah pembuangan yang pada protokol ini 
mendapat tambahan yaitu tindakan meninggalkan bahan-bahan 
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(seperti kabel, pipa, dan peralatan riset kelautan) di laut, yang 
ditempatkan untuk suatu tujuan selain pembuangan. 
Kewajiban negara-negara yang diatur dalam Protokol 1996 
adalah: 
1. Kewajiban dari negara peserta protokol adalah menerapkan 
prinsip precautionary approach atau suatu pendekatan 
kesiapsiagaan untuk melindungi lingkungan laut dari 
pembuangan limbah atau bahan lainnya.  
2. Kewajiban yang lain adalah melaksanakan prinsip Polluters 
pays principle, yaitu bahwa pelaku pencemaran harus 
secara prinsip menanggung biaya pencemaran. 
3. Kewajiban selanjutnya adalah untuk tidak boleh 
memindahkan, baik secara langsung atau tidak langsung, 
kerusakan dan suatu kawasan lingkungan lainnya atau 
mengubah satu bentuk pencemaran ke bentuk lainnya. 
4. Negara peserta protokol juga berkewajiban melarang 
pembuangan setiap limbah atau bahan beracun lainnya 
dengan pengecualian yang terdaftar dalam lampiran 1 
dimana pembuangannya harus mendapat izin terlebih 
dahulu  
5. Negara peserta juga wajib menerapkan persyaratan 
administratif atau hukum untuk menjamin bahwa penerbitan 
izin-izin dan syarat-syarat perizinan tersebut sesuai dengan 
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yang diatur pada lampiran 2 protokol 1996 ini. Selain itu 
praktek pembakaran limbah atau bahan lain ke negara-
negara lain untuk pembuangan atau pembakarannya 
adalah termasuk hal yang dilarang dalam protokol ini dan 
negara peserta harus melarangnya. Pengecualian-
pengecualian terhadap larangan yang diatur dalam protokol 
ini adalah keharusan untuk mendapatkan izin dan 
melakukan pembakaran di laut bila keadaan darurat akibat 
tekanan atau cuaca, atau dalam hal dimana timbul 
ancaman bahaya terhadap jiwa manusia dan pembuangan 
adalah menjadi satu-satunya cara untuk menghindari 
ancaman tersebut. Negara peserta wajib untuk menunjuk 
suatu badan atau badan-badan untuk menangani perizinan, 
membuat catatan-catatan tentang sifat dan banyaknya 
limbah atau bahan lain serta kualitas dari limbah atau 
bahan lain yang sebenarnya telah dibuang, lokasi, waktu 
serta cara pembuangannya. Badan tersebut juga 
melakukan pemantauan secara individu atau bekerjasama 
dengan negara-negara peserta lainnya. 
6. Negara peserta juga harus mengambil beberapa langkah 
antara lain : 
a. Melakukan pencegahan dan menghukum tindakan-
tindakan yang bertentangan dengan protokol ini. 
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b. Menjamin melalui penerapan yang tepat pada kapal-
kapal dan pesawat udara yang dimiliki dioperasikan dan 
bertindak menurut cara-cara yang tidak bertentangan 
dengan protokol ini. 
Tindakan pencegahan dan penjaminan pelaksanaan 
penerapan yang tepat tersebut diberlakukan terhadap kapal-
kapal dan pesawat udara yang: 
a. Terdaftar di wilayah terbang atau terbang dengan bendera 
negara tersebut. 
b. Mengangkut di wilayahnya, limbah atau bahan lain yang 
dibuang atau dibakar dilaut. 
c. Melakukan pembuangan atau pembakaran di laut termasuk 
anjungan-anjungan. 
Pengecualian terhadap keberlakuan protokol ini adalah 
bagi kapal-kapal dan pesawat udara yang berhak atas 
kekebalan suatu negara berdasarkan hukum internasional dan 
bahwa hanya negara tersebut yang dapat menerapkan 
ketentuan-ketentuan terhadap kapal-kapal dan pesawat udara 
yang dimaksud. 
Dalam penerapan protokol ini, negara peserta melakukan 
pertemuan konsultatif untuk menetapkan prosedur-prosedur 
dan mekanisme-mekanisme yang diperlukan untuk 
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mengevaluasi dan mendorong ditaatinya ketentuan-ketentuan 
dari protokol ini. Dari rekomendasi pertemuan maka dibuatlah 
prosedur dan mekanisme-mekanisme pelaksanaannya, 
termasuk kerjasama pelaksanaannya, termasuk kerjasama 
dengan negara-negara yang bukan merupakan peserta. Untuk 
terlaksananya protokol ini, maka dalam suatu kawasan regional 
yang memiliki kesamaan geografi dan memiliki kepentingan 
yang sama terhadap pencegahan atau bahkan penghentian 
pencemaran akibat pembuangan atau pembakaran atas limbah 
atau bahan lain yang bisa berakibat pada rusaknya lingkungan, 
maka dibuatlah perjanjian-perjanjian regional dan juga guna 
menyelaraskan dengan konvensi yang berbeda tetapi memiliki 
relevansi pada protokol ini. 
 
c. International Convention for the Prevention of Pollution 
from Ship 1973/1978 (MARPOL 1973/1978) 
International Convention for the Prevention of Pollution from 
Ship atau Marpol adalah sebuah peraturan internasional yang 
bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran di laut. Isi 
dari Marpol bukan melarang pembuangan zat-zat pencemar ke 
laut, tetapi mengatur cara pembuangannya, agar dengan 
pembuangan tersebut laut tidak tercemar (rusak), dan 
ekosistem laut tetap terjaga. 
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Marpol memuat 6 (enam) Annexes yang berisi regulasi-
regulasi mengenai pencegahan polusi dari kapal yang berupa 
minyak, cairan Nox berbentuk curah, barang-barang berbahaya 
dalam kemasan, air kotor atau air pembuangan, sampah, dan 
polusi udara. 
 
1. Annex I – Oil (Minyak) 
Beberapa aturan tentang cara membuang limbah yang 
termuat dalam annex ini dimana kapal masih membuang 
minyak ke laut dengan ketentuan: 
a. Konsentrasi minyak harus < 15 ppm (part per million). 
Kapal dalam keadaan berlayar, lokasi pembuangan > 
12 mil laut dari pantai terdekat. 
b. Tiap 30 liter minyak harus di buang secara merata 
sepanjang 1 mil (30 liter/mil). Kapal dalam keadaan 
berlayar lokasi pembuangan > 50 mil laut dari pantai 
terdekat. 
Pembuangan keluar kapal, pada umumnya hanya di 
perbolehkan dilaut. Tetapi tidak di laut spesial. Yang 
termasuk dalam laut spesial adalah: Laut Mediterania,  Selat 
Baltik, Laut Hitam, Laut Merah, area teluk, Teluk Aden, 
Antartika, Perairan Eropa bagian barat laut dan Laut Utara. 
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2. Annex II - Nixious Liquid Substance Carried in Bulk 
(cairan Nox berbentuk curah) 
Kategori bahan-bahan kimia yang dimaksud dalam 
annex ini adalah: 
a. Kategori X 
NOx jika dibuang ke laut dianggap menimbulkan tingkat 
bahaya paling tinggi kepada lingkungan laut serta kesehatan 
manusia, sehingga diberikan larangan untuk pembuangan 
zat kimia tipe ini. 
b. Kategori Y 
NOx jika dibuang ke laut menimbulkan bahaya terhadap 
lingkungan laut dan kesehatan manusia, sehingga diberikan 
batasan mengenai jumlah dan kualitas zat kimia ini untuk 
dibuang ke laut. 
c. Kategori Z 
NOx jika dibuang ke laut menimbulkan bahaya yang 
relatif kecil terhadap lingkungan laut dan kesehatan 
manusia, sehingga diberikan batasan yang tidak terlalu ketat 
tentang pembuangan zat kimia ini ke laut. 
d. Substansi lainnya 
Adalah substansi diluar kategori X, Y, dan Z karena tidak 
menimbulkan bahaya apapun jika dibuang ke laut. 
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3. Annex III - Harmful Substance in Packages Form 
(barang-barang berbahaya dalam kemasan) 
Substansi berbahaya dan kemasan yang dimaksud 
adalah substansi yang masuk dalam kriteria IMDG 
(International Maritime Dangerous Good) code. Peraturan ini 
dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pencemaran laut 
oleh barang-barang yang memiliki sifat berbahaya (baik 
secara fisis maupun kimia) sehingga perlu mendapatkan 
perlakuan-perlakuan khusus. Sebagai pengimplementasian 
dari aturan tersebut, maka harus dilakukan beberapa 
prosedur sebagai berikut: 
a. Packing: Kemasan harus cukup untuk meminimalisasi 
bahaya yang mungkin ditimbulkan kepada lingkungan. 
b. Marking and labeling: Kemasan yang berisi substansi 
berbahaya harus dilengkapi dengan informasi terperinci 
dan terpasang label bahwa merupakan marine pollutant. 
Material untuk penandaan dan pemberian label harus 
bertahan selama 3 bulan pelayaran. 
c. Documentation: Semua barang harus dilengkapi dengan 
sertifikat-sertifikat sebagai bahan pemeriksaan. 
d. Stowage: Semua barang yang berbahaya harus 
tersimpan dengan aman sehingga tidak menimbulkan 
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pencemaran pada lingkungan laut dengan tidak 
membahayakan kapal dan penumpangnya. 
e. Quantity limitations: Pembatasan jumlah substansi yang 
sekiranya dapat membahayakan lingkungan laut. 
 
4. Annex IV - Sewage (air kotor/air pembuangan) 
Ada ribuan spesies laut (termasuk bakteri dan mikroba 
yang lainnya, invertebrata kecil, dan larva berbagai spesies) 
yang terkandung dalam air ballast kapal. Ketika kapal 
melakukan proses ballasting dan deballasting maka akan 
terjadi pertukaran organisme di satu daerah dengan daerah 
lainnya. Proses ini berlangsung selama bertahun-tahun 
selama kapal beroperasi di dunia. Hal ini mengakibatkan 
keseimbangan ekosistem terganggu. Karena organisme asli  
bercampur dengan organisme pendatang menyebabkan 
banyak terjadi mutasi genetika. 
Untuk itu dikeluarkan peraturan tentang manajemen air 
ballast. Hal ini dimaksudkan untuk megurangi penyebaran 
organisme laut yang tidak terkendali lagi. Standar 
manajemen air ballast disesuaikan dengan ukuran kapal dan 
tahun pembuatan, yakni: 
a. Standar manajemen air ballast berdasar regulasi D-1: 
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 Ketika proses pengisian atau pengosongan ballast, 
sistem kapal harus mampu mengisi atau 
mengosongkan sedikitnya 95% dari total kapasitas 
tangki ballast. 
 Untuk kapal dengan menggunakan metode pumping-
through, kemampuan pompa harus dapat memompa 
menerus selama pengisian 3x volume tangki balas. 
b. Standar manajemen air ballast berdasar regulasi D-2: 
Kapal dengan sistem manajemen air ballast tidak boleh 
mengeluarkan lebih dari 10 organisme hidup tiap meter 
kubik  atau setara dengan ukuran lebih dari 50 mikrometer 
dan tidak boleh mengeluarkan lebih dari 10 organisme hidup 
tiap milliliter untuk ukuran kurang dari 50 mikrometer. 
Indicator discharge mikroorganisme tidak boleh melebihi 
konsentrasi yang ditentukan berikut: 
 Toxicogenic vibrio cholera kurang dari 1 cfu (colony 
forming unit) tiap 100 mililiter atau kurang dari 1 cfu 
per gram zooplankton 
 E. coli kurang dari 250 cfu per 100 mililiter 
 Intestinal entericocci kurang dari 100 cfu per 100 
mililiter 
Sistem manajemen air ballast harus disetujui oleh pihak 
sesuai dengan regulasi International Maritime Organization. 
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Ada beberapa perlakuan untuk menangani masalah ini. 
Beberapa diantaranya adalah dengan proses kimia dan 
proses fisika. Proses kimia yaitu dilakukan perlakuan khusus 
terhadap air balas dengan bahan kimia seperti chlorine atau 
ozone untuk membunuh organisme yang terkandung di 
dalamnya. Proses fisika dapat dilakukan dengan radiasi ultra 
violet, pemanasan, penyaringan, dan sedimentasi. 
 
5. Annex V - Garbage (sampah) 
Beberapa tipe sampah dapat diklasifikasi sebagai 
berikut: 
 Plastik (tali sintetis, jala, tas plastik, dan lain-lain) 
 Sampah campuran 
 Sisa makanan 
 Kertas, kain, kaca, metal 
Implementasi regulasi Annex V, yaitu: 
a. Pemasangan plakat 
Setiap kapal dengan panjang lebih dari 12 meter harus 
tersedia plakat sebagai peringatan kepada kru kapal tentang 
pembuangan sampah. 
b. Ship Garbage Management Plan 
Setiap kapal di atas 400 ton GT dan kapal dengan 
kapasitas kru 15 orang atau lebih harus memiliki garbage 
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management plan yang harus dipatuhi semua kru. Hal ini 
termasuk pemisahan sampah berdasarkan jenisnya, dan 
pemasangan fasilitas treatment untuk sampah, contoh: 
incinerator. 
c. Ship garbage record book 
Setiap kapal di atas 400 ton GT dan kapal dengan 
kapasitas kru 15 orang atau lebih harus bisa menunjukkan 
garbage record book kepada pihak pelabuhan ketika akan 
berlabuh. 
6. Annex VI - Air Pollution (polusi udara) 
Persyaratan Annex VI dari Marpol "Regulation for the 
Prevention for Air Pollution from Ships" akan mulai 
diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2005. 
 
d. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum 
Laut Tahun 1982 (UNCLOS 1982) 
Kepentingan dunia internasional atas perlunya eksistensi 
rezim hukum laut mencapai puncaknya pada awal abad ke-20. 
Tercatat dalam paruh pertama abad ke-20 telah terdapat empat 
kali usaha dunia internasional untuk memperoleh rezim hukum 
laut yang menyeluruh, yaitu: 
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1. Konferensi Kodifikasi Den Haag 1930 (The Hague 
Codification Conference in 1930) di bawah naungan Liga 
Bangsa-Bangsa. 
2. Konferensi PBB tentang Hukum Laut I tahun 1958 (The 
First UN Conference on the Law of the Sea in 1958). 
3. Konferensi PBB tentang Hukum Laut II tahun 1960 (The 
Second UN Conference on the Law of the Sea in 1960). 
4. Konferensi Hukum Laut III tahun 1982 (The Third UN 
Conference on the Law of the Sea 1982) yang 
menghasilkan United Nation Convention on the Law of the 
Sea 1982 (UNCLOS 1982). 
UNCLOS 1982 merupakan puncak karya dari upaya dunia 
internasional atas pembentukan rezim hukum laut secara 
menyeluruh yang disetujui di Montego Bay, Jamaica, pada 
tanggal 10 Desember 1982. Pada hari pertama 
penandatanganan, UNCLOS 1982 telah ditandatangani oleh 
119 negara. UNCLOS 1982 dikenal juga sebagai Konstitusi 
Lautan (Constitution for the Ocean). UNCLOS 1982 merupakan 
salah satu ketentuan yang mengatur masalah laut terlengkap 
dan berhasil disepakati oleh negara-negara. Hal ini terbukti 
sejak tahun 1994 UNCLOS 1982 mulai berlaku, pada tahun 
1999 telah diratifikasi oleh 130 negara, dan piagam ratifikasi 
telah didepositkan ke Sekretariat Jenderal PBB. UNCLOS 1982 
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mengharuskan negara untuk mengadopsi hukum dan peraturan 
untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan 
pembuangan, dimana hukum negara mungkin kurang efektif 
daripada aturan dan standar global, dan untuk menetapkan 
aturan-aturan global dan regional, standar-standar,praktek, dan 
prosedur yang dianjurkan. 
UNCLOS 1982 terdiri dari 17 bagian dan 9 lampiran, yang 
antara lain mengatur tentang batas-batas yurisdiksi nasional di 
ruang udara di atas laut, navigasi, riset ilmiah, pertambangan 
laut, eksploitasi sumber hayati dan non hayati di laut, 
perlindungan dan pemeliharaan laut serta penyelesaian 
perselisihan atas eksploitasi dan eksplorasi laut oleh negara-
negara peserta. UNCLOS 1982 berlaku 12 bulan setelah 
tanggal deposit dari instrumen ratifikasi ke-60 dan 
menggantikan konvensi-konvensi yang telah dihasilkan pada 
Konferensi Hukum Laut I tahun 1958 sebelumnya. 
Pendekatan dasar konvensi terhadap pencemaran laut 
diletakkan dalam pasal 192-196. UNCLOS 1982 meletakkan 
kewajiban kepada negara-negara peserta untuk melindungi dan 
memelihara lingkungan laut yang dinyatakan dalam seksi I 
yang mengatur ketentuan-ketentuan umum. Pasal 192 
menyatakan bahwa: 
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“State have the obligation to protect and preserve the marine 
environment” 
UNCLOS 1982 juga menetapkan hak negara-negara peserta 
untuk mengelola sumber-sumber kekayaan alam mereka 
sesuai dengan kebijaksanaan lingkungan dari masing-masing 
negara yang dinyatakan dalam pasal 193: 
“State have the sovereign right to exploit their natural resources 
pursuant to their environmental policies and in accordance with 
their duty to protect and preserve the marine environment.” 
UNCLOS 1982 juga mengatur hal-hal yang berkaitan 
dengan pertanggungjawaban terhadap kerusakan lingkungan 
laut, hak kekebalan bagi kapal perang dan kapal-kapal 
pemerintah serta kaitan dari Bagian XII UNCLOS 1982 tentang 
Perlindungan dan Pemeliharaan Lingkungan Laut dengan 
kewajiban-kewajiban yang tercantum pada konvensi-konvensi 
lainnya guna perlindungan lingkungan laut. 
Bagian XII UNCLOS 1982 tersebut juga mewajibkan 
negara-negara untuk melakukan upaya-upaya yang dipandang 
perlu guna mencegah, mengurangi, dan mengawasi 
pencemaran lingkungan laut dari sumber-sumber manapun baik 
dari daratan (pembuangan sampah rumah tangga dan deterjen 
berlebih, penggunaan pestisida yang melebihi ambang batas 
yang diperbolehkan, pencemaran air sungai, dan lain-lain) 
ataupun laut. UNCLOS 1982 juga mengatur kewajiban negara 
peserta untuk memastikan bahwa tindakan eksplorasi dan 
33 
 
eksploitasi kekayaan laut di dalam yurisdiksi nasionalnya tidak 
mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan laut 
wilayahnya sendiri dan juga lingkungan laut negara lain. 
 
B. Sampah Laut 
Sampah laut adalah setiap bahan padat persisten yang diproduksi 
atau diproses dan langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak 
sengaja, dibuang atau ditinggalkan ke dalam lingkungan laut. Sampah laut 
dapat terdiri dari plastik, kaca, logam, styrofoam, karet, jaring nelayan dan 
kapal terlantar. Plastik adalah tipe dominan sampah laut di pilin Pasifik; 
plastik mewakili antara 60% sampai 80% dari sampah laut total lautan 
dunia. 
Sumber utama sampah laut adalah pembuangan limbah yang tidak 
tepat atau pengelolaan sampah dan pembuatan produk, termasuk plastik 
(misalnya membuang sampah sembarangan, pembuangan sampah 
ilegal). Sejumlah penelitian dan ulasan telah menunjukkan akumulasi 
plastik sepanjang garis pantai dunia, namun sulit untuk mengidentifikasi 
sumber spesifik karena fragmentasi dan degradasi puing diendapkan 
pada garis pantai. 
Sembilan puluh enam persen dari plastik yang ditemukan di Pasifik 
Utara adalah potongan-potongan kecil plastik menunjukkan bahwa Pasifik 
Utara memiliki plastik neuston lebih dari lautan lainnya. Puing-puing 
tersebut terdiri dari fragmen produk plastik hasil produksi (plastik 
34 
 
pengguna), dan biji plastik pra-produksi (pelet industri, virgin pellets, 
manik-manik resin plastik, atau nurdles) yang dikirim dari pabrik pembuat 
ke pabrik injeksi plastik untuk dilebur dan dibentuk menjadi produk 
konsumen. 
Analisis sampah plastik dalam lingkungan berasal dari survei 
pembersihan pantai biasanya hanya memberikan data tentang item yang 
cenderung kasar dan lebih besar. Dalam rangka mendapatkan penilaian 
yang akurat dari plastik dan pengaruh mereka, pemantauan skala besar 
dan jangka panjang diperlukan di seluruh negara dan lingkungan, 
termasuk dasar laut, dan di berbagai ukuran puing-puing. Ukuran puing 
secara luas dapat dibagi ke dalam kategori yang berlaku umum sebagai 
berikut: makro-puing (> 20 mm diameter), meso-puing (5-20 mm) dan 
mikro-puing (<5 mm). Istilah mega-puing (> 100 mm) juga digunakan dan 
dapat diterapkan ke item puing-puing besar seperti jaring ikan terlantar. 
1. The Great Pacific Garbage Patch 
Garbage Patch, sebagaimana dimaksud di media, adalah 
daerah konsentrasi sampah laut di Samudera Pasifik Utara. Nama 
“Garbage Patch” telah membuat banyak orang percaya bahwa 
daerah ini adalah kumpulan sampah laut yang besar dan 
berkesinambungan serta mudah terlihat, seperti botol dan sampah 
lainnya, mirip dengan selimut sampah secara harfiah yang harus 
terlihat dengan foto-foto satelit atau udara, tapi hal tersebut tidak 
benar. Meskipun banyak sampah dapat ditemukan di daerah ini, 
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bersama dengan puing-puing lain seperti jaring ikan yang 
diterlantarkan, puing-puing sampah dalam jumlah besar yang 
disebutkan di media saat ini mengacu pada potongan-potongan 
kecil sampah plastik yang mengapung. Potongan-potongan plastik 
ini cukup kecil dan tidak bisa dilihat dengan jelas hanya dengan 
mata telanjang. Pemberian nama “Garbage Patch” sebenarnya 
keliru karena tidak ada pulau dari sampah yang terbentuk di tengah 
laut atau selimut sampah yang bisa dilihat dengan foto satelit atau 
udara. Ini karena puing-puing yang ditemukan disini adalah 
potongan-potongan kecil plastik yang mengambang dan tidak 
mudah terlihat dari perahu. 
2. Ukuran Garbage Patch 
Laporan tentang ukuran dan massa dari patch berbeda di tiap 
artikel. Karena ukuran sampel yang terbatas, serta kecenderungan 
kapal pengamat untuk menjelajahi wilayah yang diduga tempat 
puing-puing sampah terkonsentrasi, maka tidak ada perkiraan yang 
akurat tentang ukuran ataupun massa dari garbage patch atau 
konsentrasi lain dari sampah laut di laut terbuka. Selain itu, banyak 
fitur oseanografi yang tidak memiliki batas-batas yang permanen, 
sehingga jumlah sampah laut di zona ini akan sangat sulit untuk 
diukur secara akurat. 
Patch diperkirakan mengandung sekitar 100 juta ton sampah, 
sebagian besar puing-puing tersebut ditemukan tepat di bawah 
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permukaan air dan memanjang ke bawah sampai kedalaman 100 
meter atau lebih, dan tidak padat. Data satelit penginderaan jauh, 
pengamatan pesawat dan model sirkulasi laut telah digunakan 
untuk mendeteksi jaring terlantar dan sampah lainnya di laut 
terbuka. Sirkulasi laut dan wind-drift model menunjukkan bahwa 
puing-puing di Pasifik Utara akan cenderung berkonsentrasi 
sepanjang barat daya ke timur laut-jalur utara dari Kepulauan 
Hawaii yang berhimpit dengan Zona Konvergensi 
Subtropis/Subtropical Convergence Zone (STCZ). Di tengah Pasifik 
Utara, STCZ terletak antara 23° LU dan 37° LU, bermigrasi 
musiman diantara perbedaan besar ini. Pulau-pulau dan atol dari 
Kepulauan Hawaii memanjang 1.500 km dari 19° LU sampai 28° 
LU dan bertindak sebagai filter, mengumpulkan sampah laut dari 
arus yang lewat. 
Pengangkutan vertikal dari plastik yang kompleks dan 
memerlukan pemahaman tentang proses biofisika dan kimia yang 
berkontribusi terhadap kerusakan plastik dan daya apung. Sekitar 
setengah dari semua plastik secara netral positif terapung dan 
dengan demikian tetap dekat dengan permukaan laut. Dengan 
waktu, dan sebagai plastik terurai menjadi potongan-potongan 
kecil, organisme dan endapan pembusukan menambah berat 
partikel dan dapat menyebabkan plastik tenggelam hingga akhirnya 
mencapai dasar laut. Setengah lagi dari plastik tersebut negatif 
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apung dan tenggelam dalam kolom air sampai daya apung netral 
atau mencapai dasar laut. Kebanyakan penelitian telah meneliti 
akumulasi plastik dari permukaan laut ke kedalaman sekitar 30m 
(100 kaki). 
Penelitian memberikan perkiraan kepadatan sampah laut yang 
sangat bervariasi di zona dekat permukaan dan mencakup lima 
urutan ukuran (mulai dari kurang dari 1 item per km persegi sampai 
332.556 item per kilometer persegi). Kepadatan tertinggi (jumlah 
per kilometer persegi) dan konsentrasi (gram per kilometer persegi) 
dari neuston plastik, yaitu plastik yang mengapung pada atau 
sedikit di bawah permukaan air, dari semua lautan yang diteliti 
terjadi di Laut Jepang/perairan dekat pantai perairan Jepang, 
perairan transisional, dan perairan subtropis. 
Penelitian berdasarkan informasi satelit dan model sirkulasi 
laut, dan dikonfirmasi oleh pengamatan udara, menunjukkan bahwa 
konsentrasi puing-puing terbesar di Pasifik Utara ditemukan di utara 
North Pacific Transition Zone Chlorophyll Front (TZCF) di dalam 
STCZ Pasifik Utara. Kepadatan puing tampaknya signifikan 
berkorelasi dengan suhu permukaan laut dan konsentrasi klorofil-a. 
Penelitian yang menentukan korelasi ini terbatas pada pengamatan 
udara dari puing plastik makro. Pada tahun 2005, sebuah penelitian 
yang dilakukan oleh Airborne Technologies, Inc dan US 
Department of Commerce, serta Layanan Perikanan National 
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Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 
mendokumentasikan sampah laut di STCZ dengan memanfaatkan 
citra satelit, membenarkan STCZ mengandung sampah laut dengan 
kepadatan yang tinggi. 
Jenis utama dari puing-puing dalam patch adalah plastik. 
Sehubungan dengan bentangan Samudera Pasifik Utara yang luas, 
penampakan konsentrasi dari puing-puing dalam skala besar, 
terutama puing-puing yang berukuran besar sangatlah tidak umum. 
Sebagian besar dari puing-puing yang diamati dalam garbage 
patch merupakan potongan plastik kecil. Potongan kecil puing-
puing ini sulit terlihat karena ukuran mereka, dan banyak dari 
potongan-potongan ini dapat “menggantung” di bawah permukaan 
air, yang akan membuat mereka lebih sulit terlihat. 
Pengangkutan sampah laut, khususnya plastik, merupakan 
mekanisme untuk transportasi polutan organik yang persisten 
(Persistent Organic Pollutants/POPs). Plastik adalah polimer 
buatan manusia yang mungkin mengandung polutan organik 
lainnya seperti phthalates, organotins, dan fenol, termasuk 
bisphenol A (BPA). Artham dan Doble (2009) menunjukkan 
biodegradasi polimer plastik oleh bakteri yang kemudian 
melepaskan BPA ke dalam air laut. 
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Selain itu, plastik cenderung memiliki afinitas tinggi untuk 
penyerapan senyawa hidrofobik (hidrokarbon aromatik polisiklik 
(PAH), polychlorinated biphenyls (PCB) dan pestisida diklorinasi). 
Rios (2007), menganalisa sampel sampah plastik yang 
dikumpulkan dari Pasifik Utara dan pesisir Hawaii dan California 
menemukan konsentrasi PAH, PCB, dan 
dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT). Frias (2010) menunjukkan 
bahwa seluruh rantai makanan mungkin terkena dampak karena 
sifat merembes plastik dan penggunaannya yang diterima secara 
luas. 
3. Letak Pacific Garbage Patch 
Garbage patch terkonsentrasi di dua wilayah, Eastern Pacific 
Garbage Patch dan Western Pacific Garbage Patch. Di bagian 
timur, konsentrasi sampah laut tercatat berada ditengah antara 
Hawaii dan California. Karena terbatasnya sampel sampah laut 
yang terkumpul di Pasifik sehingga masih sulit untuk memprediksi 
isi, ukuran, dan lokasi dengan tepat. Namun, sampah laut yang 
telah diukur dalam konsentrasi yang lebih tinggi terdapat di dalam 
pusat tenang dari zona bertekanan tinggi ini dibandingkan dengan 
daerah diluar zona ini. North Pacific Subtropical High bukan daerah 
stasioner, tapi ia berputar, bergerak dan berubah. Daerah ini 
didefinisikan oleh Layanan Cuaca Nasional NOAA sebagai “semi 
permanen”, daerah subtropik yang bertekanan tinggi di Samudera 
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Pasifik Utara. Di bagian barat, ada “resirkulasi pilin” (recirculation 
gyre) di selatan arus Kuroshio, lepas pantai Jepang yang mungkin 
wilayah dimana sampah laut yang mengambang terkonsentrasi, 
yang disebut Western Pacific Garbage Patch. Kekuatan yang tepat 
yang menyebabkan rotasi searah jarum jam ini masih diteliti, 
namun mungkin disebabkan oleh angin dan pusaran laut. 
Penelitian ini dilakukan oleh akademisi dari University of Hawaii dan 
Massachusetts Institute of Technology, untuk lebih memahami 
hakikat dan kekuatan dibalik “recirculation gyre”. 
Pacific Garbage Patch bukanlah satu-satunya daerah dimana 
puing-puing sampah laut terkonsentrasi. Area penting lainnya 
adalah daerah Pasifik Utara yang disebut Subtropical Convergence 
Zone (STCZ). Daerah ini terletak di sebelah utara Kepulauan 
Hawaii yang memiliki kekayaan laut yang melimpah, dan dikenal 
sebagai daerah konsentrasi sampah laut, serta merupakan salah 
satu mekanisme yang menyebabkan puing-puing terakumulasi di 
Kepulauan Hawaii. 
Fitur oseanografi yang mirip dengan North Pacific Subtropical 
High dan STCZ ada di lautan dunia lainnya. Beberapa penelitian 
sampai saat ini telah dilakukan pada sampah laut di daerah 
tersebut. Karena tidak ada yang bisa memastikan seberapa besar 
daerah ini, terutama karena mereka bergerak dan berubah, 
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kadang-kadang setiap hari, dan tidak ada perkiraan yang akurat 
ada berapa banyak puing-puing di luar sana. 
 
4. North Pacific Subtropical Convergence Zone (STCZ) 
North Pacific Subtropical Convergence Zone (STCZ) terletak di 
sepanjang tepi selatan dari sebuah wilayah yang dikenal sebagai 
Zona Transisi Pasifik Utara. NOAA memfokuskan pengamatan 
pada STCZ karena daerah ini merupakan daerah produktivitas 
yang tinggi, tempat spesies pelagis makan dan bermigrasi, dan 
tercatat sebagai daerah konsentrasi sampah laut. Daerah ini tidak 
memiliki batas-batas yang jelas dan bervariasi serta intensitas 
konvergensi terjadi sepanjang tahun dalam lokasi. Zona ini 
bergerak musiman antara 30° LU dan 40° LU (sekitar 800 km), dan 
meluas jauh ke selatan (28° LU) selama periode El Nino. 
Pergerakan ini kurang jelas dan terletak lebih ke selatan selama 
musim panas, ketika konvergensi kuat. Dan pergerakan ini lebih 
jelas dan terletak lebih ke selatan selama bulan-bulan musim 
dingin, ketika konvergensi menguat. 
Kepulauan Hawaii yang membentang dari selatan pulau Hawaii 
1.500 km sebelah barat laut ke Atol Kure, adalah salah satu rantai 
pulau terpanjang dan paling terpencil di dunia. Di Hawaii, sampah 
laut terus menghadirkan bahaya bagi habitat laut, navigasi, dan 
satwa liar, termasuk Hawaiian Monk Seal (Monachus 
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schauinslandi) yang hampir punah dan beberapa jenis penyu, 
burung laut, dan paus. Lokasi kepulauan yang terletak antara 18° 
LU dan 28° LU membuatnya rentan terhadap akumulasi sampah 
laut. Salah satu alasan mengapa sampah laut terakumulasi di 
kepulauan ini adalah gerakan puing-puing dalam North Pacific 
Subtropical Convegence Zone (STCZ). Selain itu, telah tercatat 
hubungan antara meningkatnya Hawaiian Monk Seal yang terbelit 
di sampah laut dan periode El Nino. 
 
5. Perbedaan “Gyre” dan “Garbage Patch” 
Gyre adalah fitur melingkar dalam skala besar yang terdiri dari 
arus laut yang spiral sekitar titik sentral, searah jarum jam di 
belahan bumi utara dan berlawanan di belahan bumi selatan. Ada 
lima gyre samudera subtropis di dunia, yaitu: the North and South 
Pacific Subtropical Gyres, the North and South Atlantic Subtropical 
Gyres, dan the Indian Ocean Subtropical Gyres. The North Pacifik 
Subtropical Gyre adalah yang patut diperhatikan karena 
kecenderungannya untuk mengumpulkan puing-puing. Gyre ini 
terdiri dari empat besar arus yang berputar searah jarum jam, yakni 
arus Pasifik Utara, California, Equatorial Utara, dan Kuroshio. 
Sangat sulit untuk mengukur ukuran yang tepat dari sebuah gyre 
karena merupakan sistem fluida. Tetapi ukuran The North Pacifik 
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Subtropical Gyre secara kasar diperkirakan sekitar 7-9 juta mil 
persegi. Luasnya setara dengan sekitar tiga kali luas daratan 
Amerika Serikat (3 juta mil persegi). 
Meskipun gyre mungkin sekumpulan puing-puing pada skala 
yang sangat besar, debris patches, seperti yang terlihat oleh orang-
orang yang berlayar di wilayah Pasifik Utara, sebenarnya hasil dari 
berbagai fitur oseanografi skala kecil seperti pusaran samudera dan 
frontal meanders. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam proses penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum 
Internasional Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Sampah di 
Samudera Pasifik (The Great Pacific Garbage Patch)”, penulis melakukan 
penelitian di lokasi berikut: 
1. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin 
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 
adalah  data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka yang 
memiliki keterkaitan erat dengan objek kajian penulis seperti buku, jurnal, 
artikel, dan karya-karya tulis dalam bentuk media cetak dan media 
elektronik (internet). 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis berupa 
penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan memperoleh 
berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian 
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penulis, antara lain berupa buku, jurnal, artikel, dan karya-karya tulis 
dalam bentuk media cetak dan media internet. 
D. Analisis Data 
Setelah semua data yang dibutuhkan telah diperoleh, data-data 
tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya, 
hasil akhir dari proses analisis data-data tersebut disajikan dalam bentuk 
deskriptif. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
The Great Pacific Garbage Patch yang oleh media internasional 
sebagai giant island of solid garbage floating, atau pulau sampah oleh 
orang Indonesia, sebenarnya bukanlah sebuah pulau seperti yang 
dijelaskan dalam UNCLOS 1982 Bab VII Pasal 12 bahwa pulau adalah 
daerah daratan yang dibentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh air dan 
yang ada di atas permukaan air pada air pasang. The Great Pacific 
Garbage Patch tidak seperti yang diberitakan, dimana sampah-sampah 
yang mengambang terakumulasi sedemikian rupa hingga menyerupai 
pulau yang mengambang. Banyak pula media yang menyajikan gambar 
dimana terlihat sekumpulan sampah yang mengambang yang bahkan bisa 
menopang tubuh manusia yang bediri di atasnya. Kenyataannya, sampah 
yang ada di wilayah tersebut sebagian besar telah terurai menjadi ukuran 
kecil yang sering disebut dengan nama pelet plastik bahkan hingga 
ukuran mikro dan selebihnya masih bertahan dalam bentuk awalnya (tali, 
kantung plastik, botol plastik). Namun, mereka tidak mengapung di 
permukaan laut seperti yang diberitakan, melainkan “melayang” di kolom 
laut. 
Wilayah North Pacific Subtropical Convergenze Zone pada awalnya 
disebut sebagai The Great Pacific Garbage Patch. Namun, National 
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) dalam website resminya 
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menyatakan bahwa The Great Pacific Garbage Patch terletak dalam area  
North Pacific Subtropical Gyre, tepatnya di wilayah yang terus bergerak 
dengan pusaran air yang berubah-ubah antara Kepulauan Hawaii dan 
California.18 
 
Gambar 1 Peta wilayah Garbage Patch di Samudera Pasifik bagian utara 
 
Selama lebih dari lima puluh tahun, plastik telah menemukan cara 
mereka ke daerah ini yang kemudian terjebak akibat kekuatan dari laut 
dan atmosfer dan menjadi zona khusus yang juga disebut Eastern Pacific 
Garbage Patch, terkait dengan daerah atmosfer yang dikenal sebagai 
North Pacific Subtropical High. Hingga saat ini letak koordinat yang akurat 
                                                          
18
 http://response.restoration.noaa.gov/about/media/how-big-great-pacific-garbage-patch-
science-vs-myth.html 
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dari wilayah The Great Pacific Garbage Patch dan ukuran secara tepat 
masih belum diketahui. Karena patch ini terus bergerak dalam wilayah 
perairan yang cukup luas dan sebagian besar puing-puing sampah berada 
di bawah permukaan laut sehingga mustahil untuk mendeteksinya dengan 
menggunakan pesawat ataupun satelit. Charles Moore mengatakan 
bahwa sampah di wilayah antara Kepulauan Hawaii dan California berasal 
dari Asia dan pantai barat Amerika Serikat, dimana puing-puing dari Asia 
tiba dalam waktu sekitar enam bulan sampai satu tahun, sedangkan 
puing-puing dari pantai barat Amerika Serikat membutuhkan waktu lima 
tahun.19 Sampah tersebut 80% berasal dari daratan dan sisanya dari 
aktivitas di laut. 
A. Dampak Pencemaran Limbah Sampah Di Samudera Pasifik    
1. Dampak Ekologis 
Sampah laut menjelajah di seluruh lautan di dunia, 
berakumulasi di pantai dan di dalam gyres, dan puing-puing ini 
dapat menurunkan kualitas habitat secara fisik, mengangkut 
polutan kimia, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu 
kegiatan manusia di lautan dan lingkungan pesisir. Sampah laut 
plastik dianggap memiliki potensi terbesar untuk mengubah 
lingkungan, berdampak buruk pada biota dan manusia, karena 
mengapung di permukaan, banyak diangkut oleh arus laut, 
                                                          
19
 http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=89099470 diterbitkan pada 26 
Maret 2008 
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bertahan dalam lingkungan selama bertahun-tahun, dan tidak 
mudah dicerna bila dikonsumsi. Oleh karena itu, dampak sampah 
laut plastik jauh lebih dari masalah estetika belaka. 
 
a. Dampak terhadap habitat secara fisik 
Perubahan fisik habitat disebabkan oleh akumulasi puing-
puing di laut, di pantai, dan habitat benth. Karena puing-puing 
yang menumpuk, struktur habitat bisa termodifikasi, tingkat 
cahaya bisa berkurang di dasar perairan, dan kadar oksigen 
bisa habis. Perubahan ini dapat merusak kemampuan perairan 
terbuka dan habitat benth dalam menunjang kehidupan laut. 
Akumulasi sampah laut di sepanjang benthos dapat 
mengakibatkan degradasi habitat akibat sampah yang 
menutupi, abrasi, dan fragmentasi dari habitat yang sensitif 
serta habitat pembentuk spesies, seperti alga dasar laut 
(macroalga bed) dan terumbu karang. Alat tangkap terlantar, 
termasuk jaring dan tali pancing, bisa menetap di terumbu 
karang karena arus dan gelombang mengangkut mereka ke 
habitat dangkal. Seperti puing-puing terakumulasi, hal tersebut 
dapat menjerat spesies karang yang bercabang yang 
mengakibatkan fragmentasi dan abrasi, berpotensi mengurangi 
heterogenitas habitat dan menyediakan substrat terbuka untuk 
kolonisasi alga. Selain itu, sampah laut plastik dapat menutupi 
benthos, mengurangi penetrasi cahaya dan pertukaran oksigen. 
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Ketika spesies habitat pembentuk bentik menurun dan 
struktur fisik habitat berubah, dampak tidak langsung dari 
sampah laut dapat menyebabkan penurunan spesies yang 
bergantung pada habitat untuk mencari makan dan tempat 
tinggal. Misalnya, degradasi terumbu karang secara global 
memiliki potensi untuk merusak kelangsungan hidup beragam 
invertebrata, ikan, dan vertebrata yang bergantung pada sumber 
daya yang terbatas ini, termasuk sejumlah spesies terancam 
dan hampir punah. 
 
b. Dampak Kimia 
Hampir semua jenis plastik komersil dapat ditemukan di 
sampah laut. Sampah laut yang mengambang didominasi oleh 
polyethylene (seperti, kantong plastik, six-pack rings) dan 
polyprophylene (seperti kemasan yogurt dan tutup botol 
minuman bersoda) karena sifatnya yang mampu mengapung, 
kegunaannya yang luas, dan jumlah produksinya yang tinggi. 
Plastik dengan berat jenis yang lebih besar dibanding dengan 
air laut (seperti PET, ABS, PVC, PC, dan lain-lain) hanya akan 
mengapung jika objek tersebut memiliki gelembung udara yang 
terperangkap di dalamnya. Konsumsi plastik oleh berbagai 
spesies sudah biasa dan mungkin mengubah kebiasaan 
memangsa dari satwa liar atau sama sekali memblokir sistem 
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pencernaan mereka. Puing-puing yang mengapung juga bisa 
mengangkut invasive species dalam jarak yang jauh. 
Secara khusus, puing-puing plastik memiliki hubungan 
dengan bahan kimia beracun dan telah menjadi subjek 
penelitian saat ini. Puing-puing plastik bisa menjadi sumber 
bahan kimia beracun dimana beberapa plastik akan melepaskan 
bahan kimia beracun yang telah ditambahkan sebelumnya untuk 
meningkatkan daya guna dari plastik tersebut. Puing-puing 
plastik bisa juga menyerap bahan kimia beracun dan kemudian 
melepaskannya kembali ke lingkungan. Dalam kasus lainnya, 
satwa liar yang menelan plastik berada pada peningkatan resiko 
untuk efek toksik dan bahan kimia beracun yang telah 
terakumulasi dalam tubuh mereka melalui media plastik dapat 
terlepas dari plastik tersebut. Jika bahan kimia beracun 
tertimbun dalam tubuh spesies laut, kemungkinan mereka akan 
mentransfernya ke dalam rantai makanan dan ke dalam 
makanan manusia. Hubungan sampah plastik dengan bahan 
kimia beracun adalah sebagai berikut: 
a. Sampah Laut dan Bahan Kimia Beracun 
Puing-puing plastik bisa menjadi sumber bahan kimia 
beracun: beberapa plastik akan melepaskan bahan kimia 
beracun yang telah ditambahkan sebelumnya untuk 
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meningkatkan daya guna dari plastik tersebut. Puing-puing 
sampah plastik mungkin juga menyerap bahan kimia 
beracun: bahan kimia beracun dari lingkungan menyerap ke 
sampah dan hanya terlepas kemudian. Dalam kedua kasus, 
satwa liar yang menelan plastik berada pada peningkatan 
risiko untuk efek toksik dan bahan kimia beracun dalam 
tubuh mereka dapat terakumulasi sampai polutan tersebut 
desorb atau lepas dari plastik. Jika bahan kimia beracun 
terakumulasi dalam spesies laut, mereka dapat ditransfer ke 
atas rantai makanan dan ke dalam makanan manusia. 
 
Gambar 2. Hubungan antara tingkatan trofik dan PBT yang bersumber 
dari air, makanan, dan plastik. 
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Zat-zat yang persistent, bioaccumulative, dan toksik 
(PBT), seperti dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) atau 
polychlorinated biphenyls (PCB), menjadi perhatian khusus 
bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Sifat mereka 
menjadikannya polutan prioritas dan memiliki potensi yang 
beresiko bagi manusia dan ekosistem. PBT mungkin masuk 
ke lingkungan lewat penggunaan dispersi (seperti pestisida), 
limbah industri (dioxin, polycyclic aromatic hyrocarbon), atau 
limbah dari objek di lingkungan (polybrominated diphenyl 
ethers, PCB). PBT tahan penguraian di lingkungan sehingga 
mereka mampu bertahan selama bertahun-tahun bahkan 
berpuluh tahun. PBT juga terakumulasi dalam organisme 
pada berbagai tingkat trofik (tingkatan dalam rantai makanan 
pada gambar 2). Dan pada akhirnya, PBT beracun untuk 
manusia dan spesies lainnya. Sebagai hasil dari 
kemampuannya, PBT bisa jadi membahayakan, meskipun 
pada tingkatan rendah dalam lingkungan, karena mereka 
bisa terkumulasi sampai pada rantai makanan, 
menyebabkan efek toksik pada tingkat trofik yang lebih tinggi 
meskipun konsentrasinya berada jauh di bawah ambang 
batas beracun. Persistent Organic Pollutants (POP) 
merupakan senyawa kimia beracun yang setingkat dengan 
PBT yang relatif lebih baik dipahami dan dipelajari dengan 
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baik. POP telah dibatasi, dilarang, atau secara bertahap 
dikeluarkan dari perdagangan dibanyak negara, akan tetapi 
beberapa negara masih menggunakannya, khususnya di 
negara berkembang. 
Umumnya PBT memiliki kelarutan dalam air (kemampuan 
untuk larut dalam air) yang sangat rendah (hidrofobik). Untuk 
alasan ini, ketika di lautan, mereka cenderung terpartisi ke 
sedimen atau terkonsentrasi pada mikrolayer permukaan 
laut. Ketika PBT berhadapan dengan sampah laut (yang juga 
hidrofobik), mereka cenderung menyerap ke puing-puing 
sampah. Bahkan polyethylene digunakan sebagai penyerap 
untuk mendeteksi PBT dalam air di lingkungan, termasuk 
sedimen. Sampah plastik di dasar laut mungkin menyerap 
PBT dari sedimen, meskipun perpindahannya kemungkinan 
melalui air laut. 
Secara keseluruhan, PBT berpotensi untuk menyerap ke 
sampah plastik secara kompleks. Karena PBT dan plastik 
yang bervariasi, sifat mereka di lingkungan juga akan 
berbeda-beda, tetapi mereka lebih mungkin dibanding tidak 
untuk menyerap ke sampah plastik. Koefisien serapan 
tertentu akan tergantung pada PBT dan plastik tertentu, 
seperti polyethylene yang lebih mudah menyerap PCB 
daripada poli-propilena, tetapi dalam banyak kasus, dan 
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terutama pada plastik yang terapung, hidrofobitas PBT dan 
plastik umumnya akan mendukung penyerapan. 
Sementara diserap oleh sampah plastik yang mengapung, 
PBT dapat diangkut dalam jarak yang signifikan. 
Pengangkutan ini merupakan tambahan mekanisme 
transportasi lainnya dari PBT, meskipun kontribusi relatif dari 
berbagai mekanisme tidak diketahui. Sampah plastik yang 
mengambang dapat diangkut melintasi samudera atau 
bahkan ke laut yang berdekatan. Kecenderungan ini untuk 
mengangkut PBT secara global mempersulit upaya 
pengurangan resiko: suatu negara dapat melarang PBT 
tertentu, tapi tetap menghadapi resiko melalui pasokan 
makanan jika PBT dirilis di negara lain dan terserap ke 
sampah plastik di laut dimana mereka dapat masuk ke rantai 
makanan ketika plastik tertelan oleh satu dari banyak 
spesies laut. 
a) Polychlorinated Biphenyls (PCB) 
Plastik cenderung berkonsentrasi dengan PBT 
tergantung dari wilayah dimana plastik tersebut berada. 
Misalnya, karena produksi dan pola penggunaan, puing-
puing dekat pantai industri Amerika Serikat dan Jepang 
memiliki konsentrasi PCB yang lebih tinggi daripada yang 
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diserap di lokasi lain. Konsentrasi PCB yang diserap 
bervariasi dengan konsentrasi lokal dari PCB di dalam air 
dan waktu plastik di dalam air: mungkin diperlukan waktu 
berbulan-bulan untuk PCB untuk menyeimbangkan antara 
air dan plastik. Efek dari PCB pada kesehatan secara 
umum adalah mutagenic (menyebabkan kanker) dengan 
mengganggu kerja hormon. 
 
b) DDT/DDE/DDD 
Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) beserta 
degradants-nya (dichlorodiphenyldichloroethylene (DDE) 
dan dichlorodiphenyldichloroethane (DDD)) merupakan 
jenis PBT lainnya yang juga terakumulasi dalam plastik. 
Jumlah DDT (direpresentasikan sebagai ΣDDT, yang 
merupakan jumlah dari DDT dan degradants-nya, DDD 
dan DDE) ditemukan pada partikel plastik yang dicerna 
oleh burung laut di selatan Brazil pada konsentrasi 
berkisar 64,4-87,7 ppb. Pelet yang dikumpulkan dekat 
Amerika Serikat dan Asia Tenggara memiliki konsentrasi 
ΣDDT 100-300 ppb. Dua sifat buruk yang menyebabkan 
DDT sangat berbahaya terhadap lingkungan hidup 
adalah: 
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- Sifat apolar DDT: ia tak larut dalam air tapi sangat larut 
dalam lemak. Makin larut suatu insektisida dalam 
lemak (semakin lipofilik) semakin tinggi sifat apolarnya. 
Hal ini merupakan salah satu faktor penyebab DDT 
sangat mudah menembus kulit. 
- Sifat DDT yang sangat stabil dan persisten. Ia sukar 
terurai sehingga cenderung bertahan dalam 
lingkungan hidup, masuk rantai makanan (foodchain) 
melalui bahan lemak jaringan mahluk hidup. Itu 
sebabnya DDT bersifat bioakumulatif dan 
biomagnifikatif. 
Sebagai suatu senyawa kimia yang persisten, DDT 
tidak mudah terdegradasi menjadi senyawa yang lebih 
sederhana. Ketika DDT memasuki rantai makanan, ini 
memiliki waktu paruh hingga delapan tahun, yang berarti 
setengah dari dosis DDT yang terkonsumsi baru akan 
terdegradasi setelah delapan tahun. Ketika tercerna oleh 
hewan, DDT akan terakumulasi dalam jaringan lemak dan 
dalam hati. Karena konsentrasi DDT meningkat saat ia 
bergerak ke atas dalam rantai makanan, hewan predator 
lah yang mengalami ancaman paling berbahaya. Singa 
laut di lepas pantai California akan mengalami keguguran 
janin setelah memakan ikan yang terkontaminasi. Diduga, 
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residu DDT pada manusia juga berfungsi serupa, yakni 
menurunkan kemampuan reproduksi atau menyebabkan 
cacat pada janin. 
c) Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) 
Tidak seperti PBT lainnya, hidrokarbon aromatik 
polisiklik (PAH) ada di mana-mana; mereka tersedia 
secara alami sebagai komponen minyak bumi, dan 
berasal dari sumber antropogenik, terutama sebagai 
produk sampingan dari pembakaran tidak sempurna. 
Banyak PAH yang juga termasuk kedalam zat PBT 
karena beberapa kemungkinan bersifat karsinogen dan 
menunjukkan perkembangan toksisitas bersama dengan 
efek beracun lainnya. Seperti PBT lainnya, PAH sangat 
hidrofobik dan terpartisi dari air ke sedimen dan sampah 
plastik. Jenis-jenis PAH yang ditemukan menunjukkan 
bahwa pembakaran bahan bakar fosil adalah sumber 
utama dari PAH yang diserap, yang menunjukkan bahwa 
PAH kemungkinan akan ditemukan diserap ke plastik di 
mana saja di seluruh dunia. Pengambilan sampel 
penelitian lain dari berbagai situs di sekitar Pasifik dan 
Atlantik menemukan konsentrasi PAH hingga 9297 ppb. 
Dalam penelitian ini, distribusi PAH konsisten dengan 
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minyak bumi sebagai sumber utama, bukan pembakaran. 
PAH bersifat karsinogenik dan mutagenik. 
PBT hadir di lautan di seluruh dunia. Spesies yang hidup 
di air yang tercemar PBT cenderung berkonsentrasi dengan 
PBT melalui air ke dalam jaringan mereka dimana proses ini 
disebut biokonsentrasi. Predator pada tingkat trofik yang 
lebih tinggi dapat langsung terkena (jika mereka hidup di air 
yang tercemar PBT di lingkungan yang sama), serta terpapar 
melalui makanan yang tercemar PBT. Jika paparan ganda ini 
terjadi lebih cepat  tapi racun tersebut sulit untuk dihilangkan 
dari organisme, PBT tersebut dikatakan bioaccumulate. Jika 
PBT ditemukan pada konsentrasi yang lebih tinggi dan 
semakin tinggi di tingkat trofik dalam jaring makanan, 
mereka dikatakan biomagnify. 
b. Sampah Plastik Sebagai Sumber Dari Bahan Kimia 
Beracun 
Plastik sering merupakan percampuran polimer dan 
berbagai komponen yang meningkatkan kinerjanya, 
termasuk plasticizer yang membuat plastik lembut atau 
lentur, antioksidan dan stabilisator lainnya yang mencegah 
degradasi plastik. Bahan kimia yang dapat luruh dari plastik 
di laut mencakup phthalates dari PVC, senyawa nonylphenol 
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dari poliolefin, brominated flame retardants (BFR) dari ABS 
atau busa urethane, dan bisphenol A (BPA) dari 
polycarbonate. 
Pelepasan terutama terjadi pada permukaan plastik. 
plasticizer pada permukaan plastik akan dihabiskan sampai 
lebih banyak plasticizer berdifusi ke permukaan atau ketika 
fragmen plastik menjadi potongan kecil, mengekspos 
permukaan baru. Melalui proses pelepasan dan terpecah 
yang lambat ini, plastik dapat menjadi sumber jangka 
panjang bahan kimia beracun meskipun fakta bahwa banyak 
bahan kimia ini memecah dalam hitungan minggu sampai 
bulan. 
a. Phthalates 
Phthalates adalah golongan bahan kimia yang paling 
umum digunakan untuk membuat plastik yang kaku 
menjadi lembut dan lentur. PVC, juga disebut vinyl, 
merupakan plastik keras dan kaku yang sering digunakan 
dalam konstruksi seperti pipa saluran atau bingkai vinil 
untuk jendela. Namun, dengan penambahan 30% (dari 
berat) plasticizer, PVC menjadi lembut dan cukup lentur 
untuk digunakan sebagai tirai mandi, tabung medis, atau 
teething toy untuk anak kecil. Phthalates biasanya tidak 
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bertahan dalam lingkungan dalam jangka panjang, tetapi 
ada bukti bahwa konsentrasinya di lingkungan berada di 
atas ambang batas keprihatinan dalam beberapa 
lingkungan air. 
Phthalates dapat luruh dari sampah plastik pada basis 
yang cukup stabil. Phthalates memiliki faktor 
biokonsentrasi yang cukup rendah, sehingga 
menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya bagi tubuh 
manusia seperti yang dilaporkan oleh Oehlmann20, 
kemungkinan karena berbagai eksposur selain konsumsi 
ikan, termasuk air minum atau kontak langsung dengan 
produk vinyl plastikized. 
b. Nonylphenol 
Nonylphenol (NP) merupakan produk turunan dari 
etoksilat nonylphenol (NPEO) yang banyak digunakan, 
kelas surfaktan dan beberapa antioksidan (pengawet) , 
seperti tris(4-nonilfenil) fosfit (TNPP). Senyawa induk 
(NPEO dan TNPP) cukup rentan terhadap degradasi 
mikroba, tetapi penguraian nonylphenol itu sendiri 
berlangsung selama berbulan-bulan. NP hadir dalam 
sampah plastik baik sebagai induk (NPEO dan TNPP) 
                                                          
20
 Oehlmann, J, dkk. A Critical Analysis Of The Biological Impacts Of Plastikizers On 
Wildlife. Philos. Trans. R. Soc. London, Ser. B 2009, 364 (1526), 2047−2062. 
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dan dari resorbtion NP dari air laut. NP tampaknya tidak 
bersifat biomagnify atas rantai makanan. Namun, 
konsentrasi NP dalam ASI manusia tidak berkorelasi 
positif dengan konsumsi ikan, memberikan bukti bahwa 
NP tidak menumpuk dalam tubuh ikan. NP adalah racun 
bagi mamalia dan sangat beracun untuk spesies air. 
Selain itu, terdapat ketidakpastian yang signifikan tentang 
efek gangguan endokrin NP yang dapat beroperasi pada 
konsentrasi yang lebih rendah dari ambang batas 
toksisitas yang ditetapkan untuk NP. Tingginya kadar NP 
dalam puing-puing plastik dan fakta bahwa NP tidak 
menumpuk di spesies laut menunjukkan bahwa konsumsi 
sampah plastik dapat menjadi sumber signifikan dari NP 
untuk spesies laut, akan tetapi pelepasan NP dari 
sampah laut plastik mungkin memberikan kontribusi 
resiko untuk populasi ikan. NPEO dan TNPP yang tidak 
dapat diurai juga dapat memberi pengaruhi negatif pada 
ikan. Di sisi lain, kecuali efek mengganggu endokrin yang 
sangat jauh lebih rendah dari tingkat no-effect yang 
ditetapkan untuk manusia, tidak jelas bahwa NP dari 
sampah plastik merupakan risiko bagi kesehatan 
manusia . 
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c. Bisphenol A 
Bisphenol A (BPA) terutama digunakan sebagai 
monomer untuk membuat plastik polikarbonat (shatter-
proof glass, CD, dan DVD) dan epoxy coatings (misalnya, 
lapisan bagian dalam kaleng). Zat ini juga digunakan 
dalam thermal printing paper. Residual BPA dapat luruh 
baik dari plastik polikarbonat ataupun pelapis epoxy. Ada 
bukti bahwa cairan hasil peluruhan dari tempat 
pembuangan sampah mungkin menjadi sumber signifikan 
dari BPA di lingkungan tersebut. BPA ini cukup 
biodegradable, umumnya terurai dengan cepat setelah 
mikroorganisme menyesuaikan diri. Degradasi dalam air 
laut jauh lebih lambat dibandingkan air tawar. Meskipun 
dapat terurai, BPA tidak terakumulasi dalam ikan pada 
konsentrasi yang lebih tinggi dari konsentrasi yang 
diamati dalam makanan kaleng (dianggap salah satu 
sumber utama dari eksposur manusia). Tergantung pada 
tingkat relatif individu mengkonsumsi ikan dan konsumsi 
makanan kaleng, BPA dalam jaringan ikan dapat menjadi 
sumber utama untuk BPA dalam makanan. 
Sampah plastik dapat menjadi sumber penting dari 
fenol (misalnya, nonylphenol dan BPA) yang bersifat 
relatif terhadap konsentrasi jaringan dalam spesies yang 
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dimangsa karena biokonsentrasi fenol yang rendah dan 
potensi bioakumulasi. Artinya, tidak seperti PBT lainnya, 
fenol tidak bisa terkonsentrasi pada jaringan ikan tanpa 
kehadiran sampah plastik dalam makanan ikan. Hal ini 
terutama berlaku untuk BPA karena short environmental 
lifetime. Mengingat bahwa konsentrasi BPA telah diukur 
dalam sampah plastik hingga hampir 300 ppb, sampah 
plastik dapat menjadi sumber utama BPA dalam 
makanan laut, tetapi penelitian lebih lanjut akan 
diperlukan untuk mengkonfirmasi dan mengukur 
kontribusi plastik BPA pada ikan. Tingkat eksposur 
manusia yang diterima dari BPA masih dipertanyakan. 
Namun, sebuah panel ahli menyimpulkan bahwa paparan 
BPA berada dalam kisaran yang diperkirakan (memiliki 
beberapa efek biologis, termasuk efek toksik) di lebih dari 
95% orang sampel. BPA dapat menimbulkan efek 
merugikan pada kesehatan manusia, seperti obesitas, 
gangguan otak dan fungsi tiroid, kanker, bahkan penyakit 
jantung dan penururnan produksi sperma maupun 
kekebalan tubuh, serta pubertas dini. 
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d. Brominated Flame Retardants 
Brominated flame retardants ditambahkan ke plastik 
untuk mengurangi kemampuan plastik yang mudah 
terbakar dan memperpanjang waktu yang tersedia bagi 
manusia untuk melarikan diri dari kebakaran. Brominated 
flame retardants mungkin hanya dicampur (seperti halnya 
dengan busa polyurethane) atau mungkin bereaksi untuk 
menjadi bagian dari polimer (seperti dengan beberapa 
resin epoxy dan beberapa polystyrenes). Kekhawatiran 
terbesar adalah untuk brominated flame retardants (BFR) 
yang dicampur ke resin plastik karena mereka dapat 
terlepas dari plastik. BFR termasuk eter bifenil difenil 
(PBDE), tetrabromobisphenol A (TBBPA), 
hexabromocyclododecane (HBCD), dan brominated 
polystyrene. 
Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) sangat gigih, 
termasuk bioakumulasi dan menjadi perhatian khusus 
bagi kesehatan anak-anak. Sementara eksposur rumah 
tangga (misalnya, debu) adalah kontributor yang 
signifikan mengkhawatirkan bagi anak-anak dari PBDE, 
air susu ibu dapat menjadi sumber dominan. 
Tetrabromobisphenol A (TBBPA) bereaksi ke dalam 
plastik, monomer yang digunakan untuk membuat 
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polimer, dan akan ditambahkan ke plastik untuk 
mengurangi kemampuannya yang mudah terbakar tanpa 
menjadi bagian dari polimer. Dalam sedimen laut di mana 
ada sedikit atau tidak ada oksigen, TBBBPA dapat “turun” 
menjadi dan bertahan sebagai Bisphenol A. Dalam 
lingkungan laut, BFR dapat terlepas langsung dari plastik, 
seperti ABS, plastik yang digunakan untuk berbagai 
keperluan termasuk casing luar untuk elektronik, atau 
diangkut dari sumber daratan karena PBDE memiliki 
jarak transportasi yang potensial. PBDE secara signifikan 
melakukan biokonsentrat dan biomagnify, tapi kurang jika 
dibandingkankan denagn PCB. PBDE telah ditemukan 
dalam berbagai makanan, termasuk dalam ikan. 
Berbagai mamalia laut yang ditemukan dengan 
konsentrasi PBDE mulai 0,42-4.950 ppb dengan 
konsentrasi rata-rata 793 ppb. Pada manusia, tidak jelas 
apakah tingkat PDBE dalam ASI dan darah berkorelasi 
dengan asupan makanan. Studi menunjukkan bahwa 
sumber terbesar dari PBDE dalam sumber makanan 
adalah makanan laut (kerang dan ikan fin). 
c. Dampak Biologis 
Ada kumpulan besar bukti yang mendokumentasikan efek 
buruk dari sampah plastik di laut pada biota laut. Telah 
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diperkirakan bahwa sampah laut plastik berakibat buruk 
terhadap 267 spesies secara global, termasuk 86% dari kura-
kura laut, 44% dari burung laut, dan 43% dari mamalia laut. 
Ancaman paling umum untuk biota adalah tertelan dan belitan. 
 
1. Tertelan 
Sampah plastik yang tertelan oleh burung laut, ikan, dan 
kura-kura laut telah banyak didokumentasikan, dan insiden 
konsumsi telah dilaporkan untuk mamalia laut juga. Potensi 
konsumsi plastik sebagian besar terkait dengan strategi 
mencari makan dan jenis mangsa. Sebagai contoh, burung 
planktivorous mengkonsumsi lebih banyak plastik daripada 
piscivores, dan penyu mudah mengkonsumsi kantong plastik 
dan puing-puing mengambang lain yang muncul mirip 
dengan mangsa mereka yang mirip jelly. Selain itu, 
organisme predator, seperti anjing laut berbulu, secara tidak 
langsung dapat mengkonsumsi plastik melalui konsumsi ikan 
pelagis dan mangsa lain. 
Pada sebuah penelitian, 11 sampel neuston yang diambil 
pada tanggal 11 Februari 2008 disekitar 34° LU pada 
koordinat 142° BT dan dilanjutkan ke arah utara sekitar 36° 
LU pada koordinat 140° BT. Penelitian menggunakan jaring 
neuston yang dilakukan selama 11 kali, 6 kali pada malam 
hari dan 5 kali pada siang hari. Tujuh kali diantaranya 
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berhasil menjaring ikan. Khususnya, hanya penjaringan pada 
malam hari yang menghasilkan ikan yang menelan plastik. 
Total ikan yang terjaring sebanyak 670 ikan, mewakili lima 
jenis mesopelagic dan 1 spesies epipelagic yang diperoleh 
dari tujuh sampel hasil penjaringan. Sekitar 35% ikan hasil 
penjaringan yang diuji mempunyai potongan plastik di dalam 
ususnya. Total 1375 potongan plastik, dengan jarak mulai 
dari 1 sampai 83 potongan per ikan dan dengan rata-rata 2,1 
potongan per ikan, yang dikumpulkan dari usus ikan. Secara 
kuantitatif, angka rata-rata potongan plastik yang tertelan 
meningkat sebanding dengan peningkatan ukuran ikan, 
menjangkau rata-rata maksimal dengan tujuh potongan per 
ikan di tiap golongan ukuran.  
Masalah yang terkait dengan konsumsi plastik mencakup 
perkembangan luka internal dan eksternal, penurunan 
kapasitas makan karena penumpukan atau penyumbatan 
sistem pencernaan, penurunan mobilitas dan gerakan dalam 
menghindari predator, dan toksisitas. Plastik yang tertelan 
oleh burung laut telah terbukti mengurangi berat badan, 
menghambat penumpukan lemak, dan mengurangi 
kemampuan reproduksi. Selain itu, kematian penyu, paus, 
duyung, dan lumba-lumba telah dikaitkan dengan 
penyumbatan gastrointestinal akibat plastik. 
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Penelitian telah menunjukkan peningkatan konsumsi 
plastik sejak tahun 1980-an. Jumlah hewan laut terkena 
dampak plastik mungkin sangat diremehkan karena 
kebanyakan korban mungkin belum ditemukan di wilayah 
laut yang luas, karena mereka tenggelam atau dimakan oleh 
predator. 
 
2. Belitan 
Kasus terbelit sampah laut telah didokumentasikan dari 
135 spesies invertebrata, ikan, burung laut, kura-kura laut, 
anjing laut, singa laut, lumba-lumba, dan paus, dengan 
banyak spesies mengalami cedera dan bahkan kematian. 
Salah satu ancaman terbesar dari belitan bagi kehidupan 
laut dan burung laut adalah alat tangkap terlantar, termasuk 
tali monofilamen, jaring pukat, dan tali pancing. Alat tangkap 
nelayan yang mengambang bebas maupun yang hilang 
dapat terus “menghantui” ikan selama berbulan-bulan dan 
bahkan bertahun-tahun, menjerat berbagai spesies, 
terutama di daerah yang berdekatan dengan lahan 
perikanan dan sepanjang garis pantai di mana puing-puing 
diendapkan oleh arus dan gelombang. Ghost fishing, dimana 
alat pancing terlantar yang tinggal di laut terus menerus 
menangkap dan membunuh satwa laut, yang secara luas 
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diakui sebagai sebuah masalah bagi banyak spesies laut, 
termasuk ikan, penyu, mamalia laut, dan burung. 
 
3. Spesies yang Terancam dan Hampir Punah 
Ada sejumlah dampak yang didokumentasikan dari 
sampah laut di Endangered Species Act (ESA), diantaranya 
spesies yang dilindungi di seluruh Kepulauan Hawaii, Pasifik, 
serta dunia. Dalam North Pacific Gyre, akumulasi sampah 
plastik di dalam air dan pada garis pantai dari Northwestern 
Hawaiian Islands Marine National Monument (NWHI-MNM) 
menjadi perhatian khusus karena adanya 13 spesies laut 
yang terdaftar sebagai terancam punah di bawah ESA 
(Tabel 1). 
Tabel 1. Daftar Spesies Laut Yang Terancam dan Hampir Punah di 
wilayah NWHI-MNM 
Nama Umum Spesies Daftar 
Mamalia Laut 
Anjing laut Hawaii Monachus schauinslandi  E 
Paus bungkuk Megaptera novaengliae  E 
Paus sperma Physeter macrocephalus  E 
Paus biru Balaenoptera musculus  E 
Paus sirip  B.physalus  E 
Paus sei B.borealis  E 
North Pacific right whale  Eubalena japonica  E 
Penyu 
Penyu belimbing zaitun Lepidochelys olivacea  T/E 
Penyu belimbing Dermochelys coriacea  E 
Penyu tempayan  Caretta caretta  T 
Penyu sisik Eretmochelys imbricate  E 
Penyu hijau Chelonia mydas  T 
Burung Laut 
Albatros ekor pendek Phoebastria albatrus  E 
Ket: E = Endangered (hampir punah); T = Threatened (terancam punah) 
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a. Hawaiian Monk Seal 
Anjing laut Hawaii (Hawaiian Monk Seal), 
Monachus schauninslandi, adalah salah satu mamalia 
laut paling langka di dunia, dan merupakan satu-
satunya mamalia laut endemik Kepulauan Hawaii. 
Anjing laut Hawaii menghuni perairan sekitar atol, 
pulau-pulau, karang, dan tepian yang terendam dari 
NWHI-MNM. Mereka berkembang biak dan haul-out 
di atas pasir, karang, dan batuan vulkanik, dan 
istimewanya “pup” di pantai berpasir yang terlindungi 
dan dikelilingi oleh perairan dangkal. Belitan oleh 
sampah laut, khususnya alat tangkap terlantar, 
merupakan salah satu ancaman terbesar bagi anjing 
laut Hawaii. Antara 1982 dan 1988, ada 173 kasus 
yang didokumentasikan terjadi di NWHI-MNM, 
dengan 28 kasus mengakibatkan cedera, termasuk 7 
anjing laut yang ditemukan tewas dan 8 kasus di 
mana anjing laut yang terjerat namun tidak pernah 
diamati lagi. Mengingat ukuran populasi anjing laut 
Hawaii yang sangat kecil, tingkat pengamatan dari 
belitan (0,70%) tampaknya menjadi ancaman yang 
signifikan terhadap spesies tersebut. 
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b. Penyu Laut 
Semua penyu di dunia terdaftar sebagai spesies 
terancam atau hampir punah, termasuk lima kura-kura 
laut yang ditemukan di perairan Amerika Serikat 
Samudera Pasifik: Penyu Hijau (Chelonia mydas), 
Penyu Sisik (Eretmochelys impricata), Penyu 
Belimbing (Dermochelys coriacea), Penyu Tempayan  
(Caretta caretta), dan Penyu Belimbing Zaitun 
(Lepidochelys olivacea). Sebagian besar penyu 
berada di perairan tropis dan subtropis, dengan 
beberapa spesies yang terdapat di circumtropically. 
Sejumlah spesies ini (seperti Penyu Belimbing, 
Penyu Tempayan Muda, dan Penyu Hijau Muda) 
menghabiskan setidaknya sebagian dari kehidupan 
mereka untuk makan dalam zona pelagis organisme 
planktonik, sering di daerah di mana sampah plastik 
yang mengambang juga terakumulasi. Penyu tidak 
bisa membedakan antara puing-puing yang 
mengambang dengan mangsa mereka, sehingga 
mengkonsumsi kantong plastik dan lembaran yang 
mirip dengan ubur-ubur, serta terbelit tali 
monofilamen, jaring, dan sampah plastik lainnya. 
Dengan demikian, pengamatan belitan dan konsumsi 
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sampah laut telah dilaporkan untuk semua jenis 
penyu yang menghuni perairan Amerika Serikat, 
dengan 5% dari sekitar 1500 penyu diketahui yang 
dapat dilibatkan di laut secara global. Kasus terbelit 
telah mengakibatkan kematian, sirip yang kehilangan 
fungsinya, dan butuh keterlibatan manusia untuk 
membebaskannya. Mengkonsumsi sampah plastik 
telah diamati mampu memblokir kerongkongan, 
berpotensi menghambat makanan dan 
mengakibatkan kematian. 
 
d. Ekosistem 
Selain menurunkan habitat dan fungsi ekosistem yang 
digunakan manusia, sampah plastik dapat langsung 
mengganggu navigasi, menghambat penangkapan ikan 
komersial dan rekreasi, mengancam kesehatan dan 
keselamatan, dan mengurangi minat pariwisata. Puing-puing 
besar, seperti jaring ikan terlantar dan tali yang mengapung 
pada atau tepat di bawah permukaan, menimbulkan ancaman 
terbesar ke navigasi kapal. Tali dan jaring dapat melilit baling-
baling dan menyumbat pipa motor, dan kapal bisa menabrak 
barang-barang besar, merusak lambung dan baling-baling. 
Imobilisasi kapal komersial dan rekreasi dapat mengakibatkan 
peningkatan biaya navigasi karena kehilangan waktu, biaya 
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perbaikan, serta hilangnya nyawa manusia. Dalam contoh 
tragis, alat tangkap terlantar berkontribusi pada tenggelamnya 
feri penumpang di Korea pada tahun 1993 yang mengakibatkan 
tewasnya 292 penumpang. 
Manusia juga dapat terkena dampak sampah laut secara 
langsung, terjerat jaring dan tali saat berenang atau terluka oleh 
puing-puing tajam yang terbawa ombak dan terakumulasi di 
pantai. Penyelam SCUBA bisa terjerat dalam jaring atau tali. 
Dalam kebanyakan kasus mereka mampu membebaskan diri. 
Namun, dalam kasus yang jarang terjadi belitan telah 
mengakibatkan cedera dan bahkan kematian. Selain itu, puing-
puing tajam yang terakumulasi di pantai secara teratur 
menghasilkan tusukan dan luka. Limbah medis, seperti jarum 
suntik, menjadi perhatian khusus karena tusukan dapat 
mengakibatkan transfer infeksi dan penyakit. 
Tidak hanya akumulasi puing menimbulkan risiko kesehatan 
manusia, tetapi juga mengurangi nilai estetika dan rekreasi 
pantai dan sumber daya kelautan. Penumpukan sampah plastik 
di pantai menjadi perhatian khusus untuk kota-kota pesisir, 
karena puing-puing yang tidak sedap dipandang, dan 
pemandangan menyedihkan dari kehidupan laut dan burung 
laut terjerat dapat mengurangi daya tarik daerah untuk 
penduduk dan wisatawan lokal.  
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Ironisnya, alat tangkap yang terlantar atau dibuang di laut 
dapat memiliki dampak terbesar pada manusia karena 
hambatan untuk penangkapan ikan komersial dan rekreasi. 
Serupa dengan kapal-kapal lain, kapal penangkap ikan tunduk 
pada belitan baling-baling oleh jaring dan tali, yang 
mengakibatkan hilangnya peluang untuk penangkapan ikan dan 
peningkatan biaya perbaikan kapal. Selain itu, ghost fishing dari 
jaring yang terlantar dapat menghilangkan ikan dan invertebrata 
yang ditargetkan oleh perikanan komersial dan rekreasi lokal. 
Oleh karena itu, ghost fishing dapat bersaing dengan nelayan 
aktif untuk sumber daya yang terbatas, merusak peluang 
ekonomi sementara juga mengurangi kapasitas dan viabilitas 
reproduksi ikan dan invertebrata. 
 
e. Dampak Bagi Kesehatan dan Keselamatan Manusia 
Puing-puing sampah laut dapat membahayakan kesehatan 
dan keselamatan manusia. Beachgoers dapat terluka dengan 
menginjak pecahan kaca, kaleng, jarum atau barang-barang 
lainnya. Mirip dengan organisme laut, perenang dan penyelam 
juga bisa terjerat dalam jaring yang ditinggalkan dan tali 
pancing. Penumpang di kapal yang terjerat oleh sampah laut 
mengambang mungkin akan terluka atau terbunuh jika kapal 
rusak atau cacat. 
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2. Dampak Ekonomi 
Sampah laut dapat membahayakan tiga komponen penting dari 
perekonomian: pariwisata, perikanan, dan navigasi. Dampak 
ekonomi yang dirasakan melalui penurunan pendapatan dalam 
pariwisata dan penangkapan ikan, serta perbaikan kapal yang 
mahal. 
 
a. Pariwisata 
Sampah laut tak sedap dipandang dan tidak ramah bagi 
pengunjung pantai, yang dapat mengakibatkan kehilangan 
pendapatan dari pariwisata. Dalam kasus yang parah, sampah 
laut bahkan dapat menyebabkan penutupan pantai. Akibatnya, 
biaya ekonomi yang sangat besar dikeluarkan untuk 
membersihkan sampah laut dari pantai. Hilangnya pendapatan 
dari sektor pariwisata bisa lebih tinggi. Sebagai contoh, dalam 
upaya untuk menghentikan pengeringan sampah ke laut, the 
Los Angeles County's Department of Public Works and the 
Flood Control District menghabiskan $ 18.000.000 setiap tahun 
untuk menyapu jalanan, pembersihan teluk, program 
pembersihan, dan pencegahan sampah dan upaya pendidikan. 
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b. Perikanan. 
Perikanan komersial terkena dampak saat ikan komersial 
dan kerang menjadi bycatch di jaring ikan yang terlantar atau 
alat tangkap lainnya. Jenis bycatch dapat mengakibatkan 
kerugian baik berkurangnya makanan laut yang tersedia, dan 
penurunan keberlanjutan jangka panjang saham karena 
dampak negatif pada kemampuan reproduksi ikan. Sebagai 
contoh, negara-negara the Gulf States Marine Fisheries 
Commission telah memprediksi ghost fishery kepiting biru 
menyebabkan hilangnya hingga 4-10000000 kepiting per tahun 
di Louisiana. Perikanan juga dapat mempengaruhi financial 
ketika alat tangkap dan kapal terjerat atau rusak akibat sampah 
laut. Tingginya biaya penggantian alat tangkap dan kapal, serta 
hilangnya hari di laut untuk memancing, dapat menyebabkan 
perikanan kecil mengalami kebangkrutan. 
c. Navigasi 
Sampah laut yang mengambang membahayakan navigasi 
dengan terjerat pada baling-baling dan katup pipa saluran air 
pendingin. Perbaikan kapal rusak akibat sampah laut sangat 
memakan waktu dan mahal. Sebagai contoh, industri perikanan 
Jepang memperkirakan bahwa $4.200.000.000 dihabiskan 
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untuk memperbaiki kapal yang rusak akibat sampah laut pada 
tahun 1992. 
B. Tanggung Jawab Negara Sekitar Terhadap Pencemaran 
Limbah Sampah Di Samudera Pasifik 
Tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya suatu 
hak. Hak-hak yang bersifat internasional tersangkut di dalamnya tanggung 
jawab internasional. Negara sebagai subjek hukum internasional adalah 
pihak yang dapat dibebani hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum 
internasional. Hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional itu 
mencakup hak dan kewajiban yang di atur oleh hukum internasional 
material dan hukum internasional formal.21 
Tanggung jawab secara harfiah dapat diartikan keadaan wajib 
menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, 
dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi 
menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.22 
Menurut Sugeng Istanto, pertanggungjawaban berarti kewajiban 
memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang 
terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang 
mungkin ditimbulkan. Menurut hukum internasional pertanggungjawaban 
negara timbul dalam hal negara itu merugikan negara lain. 
                                                          
21
 Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional (Jakarta, Radha 
Grafindo Persada, 1996) hal.174-175 
22
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Jakarta, Balai Pustaka, 1997), hal. 106 
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Pertanggungjawaban negara dibatasi pada pertanggungjawaban atas 
perbuatan yang melanggar hukum internasional saja. Perbuatan suatu 
negara yang merugikan negara lain tetapi tidak melanggar hukum 
internasional tidak menimbulkan pertanggungjawaban. Misalnya 
perbuatan negara menolak seorang warga negara asing yang masuk ke 
dalam wilayah negaranya.23 
 
1. Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran 
Lingkungan Laut Akibat Limbah Sampah Berdasarkan 
Hukum Internasional 
Setiap negara harus bekerjasama dalam mengimplementasikan 
hukum internasional yang mengatur tanggung jawab dan kewajiban 
ganti rugi untuk kompensasi atas kerugian akibat pencemaran 
lingkungan laut. Tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi dari 
negara atau disebut tanggung jawab negara (state sovereignty) 
merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional, 
sehingga kalau terjadi pelanggaran kewajiban internasional akan 
timbul tanggung jawab negara. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti, 
sampah-sampah plastik dapat menyebabkan kerusakan yang 
membahayakan kehidupan laut dan dapat menyebabkan 
keracunan dan kematian. Sampah plastic tidak termasuk dalam 
black list maupun grey list yang tertera dalam Konvensi Stockholm. 
                                                          
23
 F, Soegeng Istanto, Hukum Internasional, (Yogyakarta, UAJ, 1994) hal. 77 
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Namun, substansi-substansi kimia berbahaya dari plastic seperti 
Polychlorinated Biphenyl (PCB), Dichlorodhiphenyldichloroethylene 
(DDE), Polycylic Aromatic Hydrocarbons (PAH), dan 
Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) termasuk ke dalam kategori 
black list yang terdapat dalam Annex A dan grey list yang terdapat 
dalam Annex B Konvensi Stockholm yang mulai berlaku pada 
tanggal 26 Agustus 2010. 
Dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS), kewajiban 
negara dalam melindungi Samudera Pasifik adalah kewajiban 
negara untuk melakukan Due Diligence dengan mencegah melalui 
segala tidakan termasuk pencegahan melalui pembuatan hukum 
maupun tindakan-tindakan lainnya yang bertujuan untuk 
mengurangi dan meminimalisir hingga batas yang dimungkinkan 
pelepasan plastik dari sumber daratan ke dalam lingkungan laut 
serta lingkungan samudera yang berada diluar wilayah yurisdiksi 
negara, dan melakukan kerjasama dalam melindungi lingkungan 
samudera yang berada diluar wilayah negara dari sampah plastik 
yang berasal dari daratan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan 
yang ada dalam pasal 192, Pasal 194, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 
199, Pasal 207, dan Pasal 213 UNCLOS 1982. Selain itu hal 
tersebut juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah dianggap 
sebagai kebiasaan internasional, yaitu Prinsip Sic Utere Tuo Ut 
Alienum Non Laedas, Prinsip Pencegahan, dan Prinsip Kerjasama. 
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Selain Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS) juga terdapat 
perjanjian lain yang mengatur tentang pencemaran lingkungan laut. 
Perjanjian-perjanjian tersebut adalah Convention on The 
Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other 
Matter (London Dumping) 1972 and 1996 Protocol Thereto dan 
International Convention for the Prevention of Pollution from Ship 
1973/1978 (MARPOL 1973/1978). Kewajiban negara yang diatur 
dalam Protokol 1996 adalah penerapan prinsip precautionary 
approach untuk melindungi lingkungan laut dari pembuangan 
limbah atau bahan lainnya, pelaksanaan polluters pay principles, 
tidak boleh memindahkan, baik secara langsung atau tidak 
langsung, kerusakan dan suatu kawasan lingkungan lainnya atau 
mengubah satu bentuk pencemaran ke bentuk lainnya, larangan 
membuang setiap limbah atau bahan beracun lainnya. Negara 
peserta Protokol 1996 juga berkewajiban untuk melakukan tindakan 
pencegahan dan penjaminan pelaksanaan penerapan yang tepat 
yang diberlakukan terhadap kapal-kapal dan pesawat udara. 
International Convention for the Prevention of Pollution from 
Ship 1973/1978 (MARPOL 1973/1978) berisi ketentuan tentang 
segi teknis tentang pencemaran dari kapal kecuali pembuangan 
limbah ke laut, dan berlaku untuk segala jenis kapal, tetapi tidak 
berlaku untuk pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan 
ekplorasi dan eksploitasi sumber daya non-hayati dari dasar laut. 
82 
 
Annex V dari MARPOL 1973/1978 berisi ketentuan tentang 
pencegahan pencemaran limbah sampah dengan cara 
pemasangan plakat pada kapal sebagai peringatan, serta harus 
memiliki ship garbage management plan dan ship garbage record 
book bagi kapal di atas 400 ton GT dan kapal dengan kapasitas kru 
15 orang atau lebih. 
 
2. Pertanggungjawaban Negara Sekitar Terhadap 
Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Sampah Di Samudera 
Pasifik 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sampah di wilayah 
The Great Pacific Garbage Patch berasal dari Asia dan pantai barat 
Amerika Serikat. Dilihat dari wilayah geografisnya, negara yang 
berada di wilayah Pasifik Utara adalah  negara yang berada di tepi 
Samudera Pasifik bagian utara, seperti negara-negara Asia Timur 
(China, Taiwan, Korea Utara, Korea Selatan, dan Jepang), Asia 
Tenggara (Brunei, Kamboja, Filipina, Indonesia, Laos, Malaysia 
Thailand, dan Vietnam), kawasan Oseania (Fiji, Kaledonia Baru, 
Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Federasi Mikronesia, 
Guam, Kiribati, Kepulauan Marshall, Nauru, Kepulauan Mariana 
Utara, Palau, Pulau Wake, Samoa Amerika, Kepulauan Cook, 
Pulau Paskah,Polinesia Perancis, Niue, Kepulauan Pitcairn, 
Samoa, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Wallis dan Futuna), serta Amerika 
Serikat. Negara-negara tepi Samudera Pasifik bagian utara 
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tersebut merupakan peserta Convention on The Prevention of 
Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (London 
Dumping) 1972 and 1996 Protocol Thereto, International 
Convention for the Prevention of Pollution from Ship 1973/1978 
(MARPOL 1973/1978), dan Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS) 
sehingga tanggung  jawab mereka terhadap pencemaran laut di 
wilayah Samudera Pasifik bagian utara sesuai dengan yang telah 
diatur pada perjanjian internasional tersebut. Namun, Amerika 
Serikat merupakan salah satu negara yang tidak menyetujui 
Konvensi Hukum Laut III atau UNCLOS 1982. Amerika Serikat 
keberatan dengan Bab XI dari Konvensi tersebut dengan alasan 
bahwa perjanjian itu tidak menguntungkan bagi kepentingan 
ekonomi dan keamanan Amerika. Dari tahun 1983 sampai 1990, 
Amerika Serikat menerima UNCLOS 1982 kecuali Bab XI sebagai 
hukum kebiasaan internasional. Pada tahun 1990, konsultasi telah 
dimulai antara negara penanda tangan dan non-penandatangan 
(termasuk Amerika Serikat) atas kemungkinan memodifikasi 
Konvensi untuk memungkinkan negara-negara industri untuk 
bergabung dengan Konvensi. Modifikasi ketentuan yang 
dinegosiasikan, dan kesepakatan amandemen diselesaikan pada 
Juli 1994. Amerika Serikat menandatangani Agreement pada tahun 
1994 dan sekarang mengakui UNCLOS 1982 sebagai hukum 
kebiasaan internasional, namun belum menandatangani UNCLOS 
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1982 dan meratifikasinya sampai saat ini. UNCLOS 1982 mulai 
berlaku pada bulan November 1994 dengan syarat enam puluh 
ratifikasi. 
Negara yang tidak meratifikasi perjanjian internasional tidak 
memiliki alasan untuk menghindar dari kewajiban yang berasal dari 
hukum kebiasaan internasional yang sudah diformulasikan atau 
ditransformasikan di dalam perjanjian internasional itu, seperti yang 
diatur dalam Konvensi Wina 1969 pasal 38 yang menyatakan 
bahwa: 
“Nothing in articles 34-37 precludes a rule set forth in a treaty 
from becoming binding upon a third State as a customary rule 
of international law, recognized as such” 
(tiada satupun ketentuan dalam pasal 34-37 mengesampingkan 
ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian 
mengenai sifat mengikatnya terhadap negara ketiga sebagai 
hukum kebiasaan internasional yang telah diakui demikian) 
Jika ada perjanjian atau hukum telah disebut sebagai hukum 
kebiasaan internasional maka pihak yang belum meratifikasi 
perjanjian akan terikat untuk mematuhi semua ketentuannya 
dengan itikad baik. Sesuai dengan yang diatur dalam Konvensi 
Wina 1969, Amerika Serikat yang telah mengakui UNCLOS 1982 
sebagai hukum kebiasaan internasional wajib memenuhi tanggung 
jawab berdasarkan yang diatur dalam UNCLOS 1982 meskipun 
belum meratifikasinya. 
Tanggung jawab negara timbul karena adanya pelanggaran 
yang dikategorikan salah menuruthukum internasional, hal tersebut 
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sesuai dengan Pasal 1 ILC Draft. Selain itu terhadap ketentuan-
ketentuan UNCLOS, negara memiliki tanggung jawab untuk 
memenuhi kewajiban internasional negara berkaitan dengan 
perlindungan dan pelestarian lingkungan laut sesuai dengan Pasal 
235 UNCLOS. 
Dalam praktiknya, Amerika Serikat sebagai salah satu negara 
tepi Samudera Pasifik telah melakukan upaya-upaya untuk 
meminimalisir sampah-sampah plastik hingga batas yang 
dimungkinkan. Amerika Serikat telah memiliki Clean Water Act 
1972 untuk menetapkan standar baku air di wilayahnya dan 
memberikan kewenangan kepada Negara bagian untuk 
menetapkan Total Maximum Daily Load (TDML) dan membangun 
saluran-saluran limpasan air hujan dengan menggunakan tutup 
saringan besi pada mulut selokan (Catch Basin Opening Screen 
Cover). Pemasangan penyaring di ujung-ujung pipa (End-of-Pipe 
Devices), dan perangkap sampah (Trash Boom) untuk mencegah 
sampah yang berasal dari sungai-sungai. 
Selain Amerika Serikat, negara tepi Samudera Pasifik lainnya 
adalah Jepang. Dalam praktiknya, Jepang telah menetapkan 
standar mutu air nasional melalui Japan Basic Environmental Law 
dan membebankan kementerian-kementerian yang terkait untuk 
memenuhi standar nasionalnya, termasuk Ministry of Environment 
(MoE) dan Ministry of Land, Infrastructure, Transpot and Tourism 
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(MLIT). Hasil dari pengaturan-pengaturan ini adalah ditetapkannya 
Enforcment Ordinance of Sewerage Law 2003 yang dalam 
praktiknya ketentuan ini telah menerapkan saringan untuk 
mencegah sampai batas yang dimungkinkan pelepasan sampah 
plastik ke lingkungan laut. Alat-alat tersebut adalah Hydroclean 
Brush Screen, Rotamat RMK1 Screen, CSO Screen, Disc Screen 
dan Storm Screen, Ultra Fine Screen Using Perforated Panel With 
Tapered Holes, The Copa Raked Bar Screen, dan Rotary Screen. 
Penyaring-penyaring sampah tersebut merupakan delapan 
teknologi yang berupa penyaring kasa (screen). Setelah diuji 
kelayakannya, efektivitas penyaringan dari teknologi tersebut 
mencapai 60%. 
Negara-negara tepi Samudera Pasifik pada dasarnya telah 
memenuhi kewajiban due diligence, akan tetapi negara-negara tepi 
Samudera Pasifik belum melakukan kerjasama yang ditujukan 
langsung untuk menyelesaikan permasalahan sampah plastik. 
Oleh sebab itu, negara-negara tepi dapat diminta 
pertanggungjawabannya untuk melakukan kerjasama sesuai 
dengan Pasal 194 dan Pasal 197 UNCLOS 1982. Karena 
kerjasama merupakan salah satu kewajiban negara dalam 
melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Pihak-pihak yang 
dapat meminta pertanggungjawaban atas kelalaian negara tepi ini 
adalah masyarakat internasional yang merupakan pihak dari 
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UNCLOS 1982 sesuai dengan Pasal 235, maupun masyarakat 
internasional secara umum yang khawatir jika kewajiban kerjasama 
tersebut tidak dilakukan maka akan menyebabkan perubahan yang 
fundamental bagi para pihaknya sesaui dengan pasal 42 ILC Draft. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Sampah yang terakumulasi di wilayah The Great Pacific 
Garbage Patch mayoritas plastik. Plastik dapat menjadi media 
bahan kimia beracun, baik karena kemampuan plastik yang 
dapat menyerap bahan kimia beracun dari lingkungan 
sekitarnya maupun bahan kimia beracun yang berasal dari 
plastik itu sendiri. Dampak ekologis yang ditimbulkan oleh 
sampah laut berupa perubahan fisik pada habitat yang dapat 
menyebabkan penurunan pada spesies yang bergantung pada 
habitat tersebut, lingkungan yang terkontaminasi bahan kimia 
beracun, hewan laut yang menelan ataupun terbelit sampah laut 
yang menyebabkan cedera bahkan kematian, penurunan fungsi 
ekosistem laut, serta menimbulkan resiko bagi kesehatan dan 
keselamatan manusia. Dampak ekonomi yang ditimbulkan 
sampah laut antara lain penurunan pendapatan dari sektor 
pariwisata dan perikanan, serta navigasi dimana biaya 
perbaikan kapal mahal. 
2. Tanggung jawab dan kewajiban negara berkenaan dengan 
perlindungan dan pelestarian lingkungan laut internasional 
diatur dalam Convention on The Prevention of Marine Pollution 
by Dumping of Wastes and Other Matter (London Dumping) 
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1972 and 1996 Protocol Thereto, International Convention for 
the Prevention of Pollution from Ship 1973/1978 (MARPOL 
1973/1978), dan Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS). 
Negara-negara tepi Samudera Pasifik bagian utara harus 
melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban sesuai dengan 
ketiga konvensi tersebut, meskipun salah satu negara, yaitu 
Amerika Serikat, belum meratifikasi UNCLOS 1982. Dalam 
praktiknya, negara-negara tepi telah melakukan upaya-upaya 
untuk meminimalisir sampah plastik baik dengan menetapkan 
aturan nasional maupun dengan tindakan-tindakan pencegahan 
dengan cara memasang penyaring sampah pada saluran air 
atau sungai. Akan tetapi negara-negara tepi Samudera Pasifik 
bagian utara belum melakukan kerjasama untuk menyelesaikan 
permasalahan sampah plastik. 
 
B. Saran 
1. Sampah laut yang mayoritas plastik harus diberikan status baru 
sebagai bahan yang berbahaya, sehingga pencemaran 
lingkungan laut akibat sampah plastik dapat diatur secara 
spesifik serta tanggung jawab dan kewajiban negara yang 
diatur juga jauh lebih spesifik. 
2. Negara-negara tepi Samudera Pasifik bagian utara harus 
bekerjasama untuk melakukan penelitian yang lebih dalam 
serta pembersihan secara bertahap sebagai salah satu solusi 
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untuk menyelesaikan masalah pencemaran di Samudera 
Pasifik. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) juga dapat menggagas terbentuknya Regional 
Seas yang melingkupi Samudera Pasifik bagian utara. 
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